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ABSTRAK 
Andi Ridwansyah Bahar Putra (B11109253), Transaksi Jual Beli Kendaraan 
Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah dengan 
Bimbingan M. Arfin Hamid dan Achmad . 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum jual beli 
kendaraan dengan menggunakan akad murabahah, dan untuk mengetahui 
proses transaksi jual beli kendaraan melalui bank syariah dengan menggunakan 
akad murabahah serta untuk mengetahui cara penyelesaian masalah antara 
pihak bank dan nasabah yang melakukan wanprestasi pada akad murabahah. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara terhadap pihak yang 
memiliki kewenangan dalam memberikan pembiayaan jual beli pada bank 
syariah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan topik 
penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui 
data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data 
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara 
lain: 1) Ba‟i Al-Murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli pada Bank 
Syariah, di mana bank selaku pihak penjual mencari barang yang diinginkan atau 
yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam praktiknya, 
nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah 
maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu mencari kendaraan yang ingin 
dibiayai oleh bank. Hal ini dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari klaim 
dan risiko yang kemungkinan dapat terjadi. 2) Nasabah yang ingin memperoleh 
pembiayaan pada bank syariah, maka harus membuat surat permohonan 
pembiayaan terlebih dahulu atau mengisi formulir pada bank syariah. Bank akan 
meminta calon nasabah tersebut untuk memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan. Setelah calon nasabah memenuhi semua persyaratan tersebut, maka 
bank akan melakukan survei ke dealer kendaraan yang telah dipilih oleh calon 
nasabah dan menilai apakah layak atau tidak untuk dibiayai. Apabila layak untuk 
dibiayai maka account officer akan membuat usulan pembiayaan yang akan 
diajukan ke komite pembiayaan untuk menganalisis lagi data yang ada terutama 
dari segi keadaan keuangannya. Jika memperoleh persetujuan maka akan dibuat 
Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) untuk ditandatangani oleh 
calon nasabah. Nasabah dapat melakukan penandatangan akad jika semua 
persyaratan pada SP3 telah terpenuhi. 3) Dalam menyelesaikan permasalahan 
nasabah yang timbul, maka pihak bank syariah akan memilih cara musyawarah 
terlebih dahulu. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pihak bank akan 
mencari tahu terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut, jika informasi 
tersebut betul maka akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu melakukan 
rescheduling, reconditioning, dan penataan kembali. Jika suatu permasalahan 
pada bank syariah tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka 
pihak bank akan melakukan jalur litigasi, yaitu membawa permasalahan tersebut 
ke Pengadilan Negeri, di mana nasabah tersebut berdomisili. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Bank merupakan lembaga keuangan yang keberadaannya sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk menyimpan dana dalam bentuk  
deposito maupun meminjam dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. 
Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki 
peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara 
berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas 
pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap 
pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank1. 
 Keberadaan bank di Indonesia umumnya berbentuk bank 
konvensional. Sistem yang diterapkan oleh bank konvensional ialah 
sistem suku bunga, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (11) 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Sistem suku 
bunga yang diterapkan oleh bank konvensional merupakan suatu usaha 
dalam mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 
keislaman. 
Keuntungan yang diperoleh bank konvensional dari pemberian 
kredit berasal dari suku bunga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh 
pihak bank. Pihak bank telah menentukan besarnya bunga pinjaman yang 
                                                           
     
1
 Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta;Kencana. Hlm.30. 
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harus dibayar oleh debitor terhadap usaha yang belum tentu 
menghasilkan keuntungan. Pengambilan kelebihan dari peminjaman uang 
merupakan riba yang mana perbuatan tersebut telah dilarang dalam islam. 
Sebagaimana telah disebutkan dalam surah Al-baqarah ayat 275, yaitu : 
“......wa ahallallahul bai‟a waharramarriba....”.  
Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Prakarsa mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada 
tahun 1990. Majelis Ulama Indinesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 
1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di 
Cisarua, Bogor, Jawa Barat 2 . Lokakarya diadakan untuk mewujudkan 
keinginan masyarakat, khususnya kaum muslimin untuk memiliki bank 
yang kegiatan usahanya jauh dari praktik ribawi. Praktik riba dalam 
kegiatan perbankan sudah lama dilakukan oleh bank konvensional 
dengan menetapkan bunga pinjaman secara sepihak terhadap nasabah 
yang melakukan peminjaman atau kredit. 
Pada tanggal 1 November 1991, Akte Pendirian PT Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) ditandatangani sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. 
Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terdapat komitmen 
pembelian saham sebanyak Rp.84 miliar. Bank Muamalat Indonesia mulai 
beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal disetor awal sekitar 
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 Muhammad Syafi‟I Antonio.2001 .Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta;Gema 
Insani Press. Hlm.25 
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Rp106 miliar lebih3. Dengan modal tersebut BMI mampu bertahan dan 
tetap eksis. Keberhasilan bank syariah yang pertama ini dapat dilihat 
dengan semakin banyak nasabah yang menyimpan dananya pada bank 
syariah. Hal ini didasari karena sistem yang digunakan oleh bank syariah 
ialah sistem bagi hasil. 
Pada tahun 1997, Indonesia terkena krisis moneter. Akibat dari 
krisis moneter ialah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, 
meningkatnya suku bunga serta tingkat inflasi yang sangat tinggi, yang 
pada akhirnya berdampak pada sistem perbankan. Selain akibat tersebut, 
krisis ekonomi juga menyebabkan turunnya permintaan kredit dari dunia 
usaha yang disebabkan terlalu tingginya suku bunga yang diberikan. 
Sebaliknya, masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank 
karena tingginya suku bunga yang ditetapkan.  
Akibat dari krisis tersebut menyebabkan banyaknya bank 
konvensional yang akhirnya harus melakukan likuidasi. Hal ini disebabkan 
karena bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Berbeda dengan bank syariah 
yang menerapkan sistem bagi hasil dalam mengambil keuntungan serta 
menanggung kerugian yang terjadi secara bersama-sama sehingga krisis 
moneter tidak berdampak pada bank tersebut.  
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Perkembangan bank syariah semakin pesat. Perkembangan 
tersebut ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang 
mempercayakan dananya pada bank syariah. Perkembangan yang terjadi 
begitu signifikan sehingga bank-bank syariah di Indonesia berkompetisi 
dalam menawarkan produk-produknya yang dapat membuat nasabah 
untuk berinvestasi di bank syariah. Hal tersebut didukung dengan Sumber 
Daya Manusia (SDM) Indonesia yang mayoritas beragama islam sehingga 
potensi untuk berkembang semakin besar. 
Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya secara prinsip 
berbeda dengan bank konvensional meskipun dalam hal tertentu masih 
memiliki kesamaan. Pada bank syariah berlandaskan pada hukum positif 
dan hukum islam sedangkan bank konvensional hanya berpedoman pada 
hukum positif. Sehingga pada bank syariah dalam memberikan 
pembiayaan kepada masyarakat harus memerhatikan prospek usahanya 
terlebih dahulu dari sudut pandang agama sebelum menyalurkan 
pembiayaannya. Sedangkan pada bank konvensional tidak 
memperhatikan masalah tersebut. 
Pada bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan 
dalam menyalurkan dana kepada nasabahnya. Pada bank konvensional, 
pemberian pinjaman uang terhadap nasabah yang membutuhkan disebut 
dengan kredit. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa keuntungan 
yang diperoleh dari pemberian kredit ialah berdasarkan bunga yang telah 
ditetapkan oleh pihak bank. Berbeda dengan bank syariah, di mana 
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pemberian pinjaman dana terhadap nasabahnya disebut dengan 
pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan 
tersebut tidak berdasarkan pada suku bunga tetapi berdasarkan imbalan 
atau bagi hasil yang telah disepakati bersama. Selain itu, hubungan 
antara pihak bank dan nasabah pada bank syariah tidak hanya terbatas 
pada kreditor dan debitor tetapi menggunakan sistem kemitraan dalam 
menyalurkan pembiayaannya.  
Salah satu prinsip operasional bank syariah dalam menjalankan 
kegiatan usahanya ialah prinsip jual beli. Jual beli merupakan salah satu 
kegiatan transaksi ekonomi, di mana kegiatan tersebut mengakibatkan 
penjualan suatu produk oleh pihak penjual terhadap pihak pembeli. Jual 
beli terjadi karena adanya penawaran dari pihak penjual atau permintaan 
dari pihak pembeli pada suatu tempat tertentu. Transaksi jual beli antara 
pihak penjual dan pembeli terjadi karena adanya kesepakatan. Pihak 
pembeli sepakat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh pihak 
penjual dengan membayar seharga barang tersebut dan pihak penjual 
sepakat untuk menyerahkan barang yang diinginkan oleh pembeli. 
Melakukan transaksi jual beli, suatu produk haruslah berada pada 
pihak penjual terlebih dahulu. Bukan menjual suatu barang yang masih 
berada di tempat lain atau masih menjadi milik orang lain. Hal ini 
didasarkan pada sabda Rasulullah :  
“Barang siapa membeli makanan, janganlah dia menjualnya hingga 
dia menerimanya dengan sempurna”. 
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 Makna dari hadits tersebut yang dapat dipahami ialah apabila 
seseorang hendak menjual suatu barang maka barang tersebut harus 
dimiliki terlebih dahulu. Barang yang hendak dijual tidak boleh berada 
pada kekuasaan atau masih menjadi hak milik orang lain. Apabila suatu 
barang masih menjadi hak milik orang lain, maka hak milik tersebut harus 
beralih terlebih dahulu terhadap pihak yang ingin menjual barang tersebut. 
Hal ini sudah menjadi kewajiban dari pihak penjual untuk dapat 
menyediakan barang yang diinginkan oleh pihak pembeli. 
Pada prinsipnya, bank syariah harus berpegang teguh pada 
landasan syariah. Khususnya dalam praktik jual beli yang menjadi salah 
satu produk bank syariah. Bank syariah dalam melakukan kegiatan jual 
beli tidak hanya sebatas untuk mencari keuntungan pada margin yang 
telah ditetapkan bersama. Slogan “syariah” pada nama bank janganlah 
hanya sebagai indikator penggerak roda perekonomian untuk mendapat 
simpati umat islam4. Oleh karena itu, bank syariah harus membuktikan 
kapasitasnya sebagai bank yang berlandaskan pada prinsip syariah. 
Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank syariah, di mana 
bank akan memberikan pinjaman atau fasilitas dana kepada nasabah 
yang memerlukan. Salah satu bentuk pembiayaan pada bank syariah 
ialah murabahah. Murabahah merupakan pembiayaan dalam hal jual beli, 
di mana bentuk kegiatan ini ialah menjual suatu barang dengan harga jual 
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Majalah As-Sunnah. Edisi Khusus (06-07) TH.XII Ramadhan-Syawal 1429H 
September-Oktober 2008M. Hlm 2. 
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yang telah ditambah dengan margin keuntungan berdasarkan 
kesepakatan bersama. 
Bentuk kegiatan murabahah ialah pelayanan jasa dalam hal jual 
beli, di mana pihak bank selaku penjual mencari barang/kendaraan sesuai 
dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah bank 
menemukan kendaraan yang diinginkan oleh pemesan (nasabah) maka 
pihak bank akan menghubungi nasabah tersebut dan memberitahukan 
harga jualnya. Dalam hal ini, bank harus memberitahukan secara jujur 
harga pokok barang kepada nasabah beserta jumlah keuntungan yang 
diperoleh. 
Keuntungan dari pembiayaan murabahah ialah harga jual yang 
diberikan tidak akan pernah bertambah atau berubah sampai jangka 
waktu yang telah disepakati. Selain itu, pembiayaan murabahah lebih 
menguntungkan dari jasa multi-finance maupun meminjam uang pada 
bank konvensional. Di mana harga kendaraan yang dibeli pada jasa multi-
finance dengan menggunakan angsuran dapat lebih mahal dari harga 
normalnya. Semakin lama seseorang melakukan kredit maka semakin 
banyak biaya yang harus dikeluarkan.  
Pada beberapa bank syariah terjadi praktik yang berbeda dengan 
teori yang ada. Dalam teori yang ada, bank selaku pihak penjual mencari 
barang yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku 
pembeli. Sedangkan dalam praktiknya, bank selaku penjual memberikan 
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kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang/ 
kendaraan yang diinginkannya. Hal inilah yang mendasari penulis untuk 
menulis skripsi dengan judul ”Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui 
Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah”. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini 
ialah : 
1. Bagaimanakah konsep hukum jual beli kendaraan dengan 
menggunakan akad murabahah ? 
2. Bagaimanakah proses transaksi jual beli kendaraan melalui bank 
syariah dengan menggunakan akad murabahah ? 
3. Bagaimanakah penyelesaian masalah antara pihak bank dan 
nasabah, jika pihak nasabah melakukan wanprestasi ? 
C. Tujuan Penelitian : 
1. Untuk mengetahui konsep hukum jual beli kendaraan dengan 
menggunakan akad murabahah. 
2. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli kendaraan melalui 
bank syariah dengan menggunakan akad murabahah. 
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian masalah antara pihak bank 
dan nasabah, jika pihak nasabah melakukan wanprestasi pada 
akad murabahah. 
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D Kegunaan penelitian 
1. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui 
konsep hukum dari jual beli dalam melakukan akad murabahah. 
2. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui 
proses transaksi jual beli kendaraan melalui bank syariah dengan 
menggunakan akad murabahah. 
3. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui 
cara penyelesaian masalah antara pihak bank dan nasabah, jika 
pihak nasabah melakukan wanprestasi pada akad murabahah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Islam 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam 
 Hukum islam terdiri atas dua kata yakni kata hukum dan islam. Kata 
hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan islam berasal dari 
akar kata “aslama” menjadi “salama” selanjutnya menjadi islam yang 
artinya selamat, damai, sejahtera, atau penyerahan diri sepenuhnya 
kepada tuhan. Sehingga hukum islam ialah segala macam ketentuan atau 
ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan 
ditetapkan oleh agama islam5. 
Hukum islam mengatur bagaimana manusia dapat berinteraksi 
dengan tuhan-Nya yang disebut dengan hablumminallah seperti 
mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa, membayar zakat, menunaikan 
ibadah haji bagi yang mampu. Selain itu, hukum islam juga mengatur 
tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya yang disebut 
dengan hablumminannas, seperti saling tolong menolong dalam hal 
kebaikan, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Hubungan 
antara manusia dengan tuhan-Nya dan manusia dengan sesamanya 
harus dijaga demi terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. 
                                                           
     
5
 M.Arfin Hamid. 2011. Hukum Islam Perspektif keindonesiaan: Sebuah Pengantar 
Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia. Makassar;Umithoha Press. Hlm.41. 
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Ruang lingkup hukum hukum islam diklasifikasikasikan ke dalam 
dua bagian, yaitu6: 
a) Ahkam Al-ibadat, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia 
dengan tuhan-Nya. Ahkam Al-ibadat ini dibedakan atas ibadat 
mahdlah dan ibadat ghair mahdlah. Ibadat mahdlah adalah jenis 
ibadah yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti  
sholat, zakat, puasa, haji. Ibadat ghair mahdlah ialah semua bentuk 
pengabdian kepada Allah SWT., dan setiap perkataan atau perbuatan 
yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti 
berbuat baik kepada orang lain, memelihara kelestarian lingkungan, 
mengajak orang lain untuk berbuat baik, dan lain-lain. 
b) Ahkam Al-muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar 
manusia (makhluk), yang terdiri dari : 
a. Ahkam Al-ahwal Al-syahsiyat (Hukum Orang dan Keluarga), yaitu 
hukum tentang orang (subjek hukum) dan keluarga, seperti hukum 
perkawinan. 
b. Ahkam Al-madaniyat (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur 
masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa 
menyewa, pinjam meminjam, harta warisan atau hukum kewarisan. 
c. Al-ahkam Al-jinayat (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang 
berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana 
dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (uqubat). 
                                                           
     
6
Mardani.2010.Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta; 
Pustaka Pelajar. Hlm.15-16. 
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d. Al-ahkam Al-qadla wa Al-murafa‟at (Hukum Acara), yaitu hukum 
yang berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), seperti 
saksi di pengadilan, pengakuan, sumpah, dan lain-lain. 
e. Ahkam Al-dusturiyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-
undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah tata 
negara, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, 
perundang-undangan dalam negara, dan lain-lain. 
f. Ahkam Al-dauliyah (Hukum Internasional), yaitu hukum yang 
mengatur hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai 
maupun perang. 
g. Ahkam Al-iqtishadiyah wa Al-maliyah (Hukum Perekonomian dan 
Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam 
suatu negara. 
2. Prinsip Hukum Islam 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip diartikan sebagai 
dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak7. 
Perkembangan dalam penetapan hukum islam sesuai Tarikh Tasyrie 
Islamy, dikenal sejumlah prinsip mendasar yang senantiasa harus 
dipegangi pada setiap upaya penetapan hukum. Sejumlah prinsip 
dimaksud adalah sebagai berikut8 : 
                                                           
     
7
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1999.Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Jakarta; Balai Pustaka. Hlm.788. 
     
8
  M.Arfin Hamid. Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan. Op.cit. Hlm.89-91. 
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a) Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. 
Prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, prinsip 
bahwa agama itu mudah, prinsip selalu mempermudah dan tidak 
mempersulit. Secara substantive ajaran islam senantiasa memberikan 
kemudahan agar pelaksanaannya tidak menjadi beban di luar 
kapasitas, seperti ditegaskan dalam Al-Qur‟an :  
la yakallifullahu nafsan illa wus ‟aha,  
Artinya : Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan 
kemampuannya. 
b) Menyedikitkan beban 
Suatu etika dalam menjalankan hukum islam untuk tidak selalu 
mempertanyakan hal yang berakibat pada semakin bertambahnya 
aturan itu. Prinsip ini mendorong kreativitas untuk berpikir realistik, 
objektif-rasional, dinamis dan progresif. 
c) Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. 
Sesuai dengan teori sosiologis bahwa penerimaan terhadap sesuatu 
yang baru terkadang memerlukan proses adaptasi yang memerlukan 
waktu. Hukum islam sangat memperhatikan hal ini dengan melakukan 
penetapan hukum secara bertahap atau berangsur sesuai 
perkembangan dan kapasitas.  
d) Memerhatikan kemaslahatan manusia 
Hukum islam secara substantif menekankan perlunya menjaga 
kemaslahatan manusia. Secara praktis, kemaslahatan itu tertuju 
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kepada tujuan-tujuan, yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta benda. 
e) Mewujudkan keadilan yang merata. 
Hukum islam senantiasa menuntut kesadaran akan semangat egality 
dan equality. Semua manusia dan makhluk lainnya merupakan ciptaan 
tuhan yang memiliki peluang yang sama untuk mengabdi kepada 
pencipta-Nya dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. 
Dalam konteks ini tidak dibenarkan untuk tidak berlaku adil di antara 
sesama ciptaan Tuhan tersebut. 
3. Tujuan Hukum Islam 
Tujuan hukum islam yaitu untuk mewujudkan atau menciptakan 
kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Sedangkan 
Abu Ishaq al Shatibi (m.d.790/1388) merumuskan lima tujuan hukum islam, 
yakni9 : 
a) Memelihara agama (Hifzh Al-Din) 
Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat : 
 Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara 
dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat 
primer,seperti melaksanakan sholat lima waktu. 
                                                           
     
9
 Mardani. Op.Cit. Hlm.20-24. 
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 Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan 
ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti 
sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang berpergian. 
 Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, 
sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, 
misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, 
membersihkan badan , pakaian dan tempat. 
b) Memelihara jiwa (Hifzh Al-Nafs) 
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan 
menjadi tiga peringkat : 
 Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi 
kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 
Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat 
terancamnya eksistensi jiwa manusia. 
 Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan 
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. 
Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam 
eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. 
 Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya 
tata cara makan dan minum.kegiatan ini berkaitan dengan etika dan 
kesopanan, jadi tidak akan mengancam eksistensi manusia. 
c) Memelihara akal (Hifzh Al-„Aql) 
16 
 
Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan 
menjadi tiga peringkat : 
 Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan 
meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, 
maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 
 Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya 
menuntut ilmu pengetahuan. Apabila hal ini tidak dilakukan , maka 
tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit diri seseorang. 
 Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 
menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu 
yang tidak berfaidah. 
d) Memelihara keturunan (Hifzh Al-Nasl) 
Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat : 
 Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti 
disyari‟atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan tersebut 
diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. 
 Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti 
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada 
waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar 
tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami 
kesulitan karena suami harus membayar mahar misl. 
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 Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 
disyari‟atkan khitbak atau walimat dalam perkawinan. Hal ini 
dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. 
e) Memelihara harta (Hifzh Al-Mal) 
Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan 
menjadi tiga peringkat : 
 Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat 
tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta 
orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, 
maka berakibat terancamnya eksistensi harta. 
 Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang 
jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka 
tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan 
mempersulit orang yang memerlukan modal. 
 Memelihara harta dalam peringkay tahsiniyyat, seperti ketentuan 
tentang menghindarkan diri dari pengecohan atas penipuan. Hal ini 
erat kaitannya dengan etika bermu‟amalah. Dan juga berpengaruh 
kepada sah tidaknya jual beli tersebut. 
4. Sumber Hukum Islam 
Hukum yang berlaku haruslah memiliki sumber sebagai dasar untuk 
melakukan suatu perbuatan. Sumber dari suatu peraturan hukum sangat 
penting untuk diketahui karena dari sumber tersebut dapat diketahui dari 
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mana asalnya peraturan itu. Suatu peraturan hukum bilamana tidak 
didasarkan kepada suatu sumber, maka peraturan hukum itu tidak ada 
nilainya10. Hal tersebut terdapat pula pada hukum islam, di mana dalam 
melakukan suatu perbuatan harus memiliki sumber hukum dalam 
melakukan perbuatan tersebut. Termasuk dalam menjalankan ekonomi 
syariah maka harus ada sumber hukumnya. 
 Dalam garis besarnya, sumber hukum islam dibagi menjadi dua, 
yaitu11 : 
a) Sumber naqly, yaitu sumber hukum di mana seseorang mujtahid tidak 
mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang sumber 
hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk sumber hukum naqly adalah 
Al-qur‟an, hadits, Ijma dan Urf. 
 Al-Qur‟an merupakan kumpulan wahyu ilahi yang disampaikan 
kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril 
untuk mengatur hidup dan kehidupan umat islam pada khususnya 
dan umat manusia pada umumnya. 
 Hadits atau sunnah adalah segala apa yang datangnya dari Nabi 
Muhammad SAW, baik berupa segala perkataan yang telah 
diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya 
ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku. 
                                                           
     
10
 M.Arfin Hamid. Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan. Op.cit. Hlm. 141-142 
     
11
Ibid. Hlm.142-162 
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 Ijma adalah penyesuaian paham atau pendapat diantara para 
ulama mujtahidin pada suatu masa tertentu untuk menentukan 
hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya. 
 Urf atau kebiasaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang 
berasal dari kebiasaan masyarakat pra-islam yang diterima oleh 
islam karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya. 
b) Sumber aqly, yaitu sumber hukum di mana seorang mujtahid dapat 
berperan dalam pembentukannya. Misalnya qiyas, istihsan, dan 
istishlah/ maslahah-mursalah. 
 Qiyas adalah membandingkan atau mempersamakan atau 
menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuan 
hukumnya terhadap suatu perkara lain yang belum ada ketentuan 
hukumnya oleh karena kedua perkara yang bersangkutan 
mempunyai unsur-unsur kesamaan. 
 Istihsan adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari 
suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis yang 
memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang 
kuat bagi pengecualian itu. 
 Istishlah atau maslahah-mursalah adalah menetapkan hukum dari 
sesuatu perkara berdasarkan pada adanya kepentingan umum 
atau kemaslahatan umat. 
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B. Sistem Ekonomi Syariah 
1. Pengertian Ekonomi Syariah 
 Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 
orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum 
atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 
bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah12. Dalam 
menjalankan bisnis yang berbasis ekonomi syariah haruslah berdasar 
pada prinsip syariah. Bisnis tersebut harus selalu berlandaskan pada tiga 
pilar utama dalam ekonomi syariah, yaitu akidah, syariah dan akhlak. 
 Asas akidah merupakan tempat hukum dan akhlak berpijak. Arti 
akidah ialah ketetapan (pegangan), keyakinan yang tidak diragukan oleh 
penganut-Nya. Penganut-Nya percaya akan keberadaan dan kekuasaan 
Allah SWT. Oleh karena itu, dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi 
harus selalu berlandaskan pada kejujuran karena kegiatan tersebut selalu 
dilihat oleh Allah. Sementara itu akhlak tidak dapat ditinggalkan karena 
menjadi pendukung dan pengatur motivasi dan tujuan yang tidak dapat 
dijangkau oleh hukum. Disamping itu, hukum mewujud dalam tingkah laku 
lahiriah individu dalam hubungannya dengan masyarakat13. 
 Ekonomi syariah sebagai sebuah sistem kehadirannya tidak 
berbasis pada sistem liberalisme dan komunisme, melainkan terbentuk 
                                                           
     
12
 Lihat Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
     
13
 M.Arfin Hamid.2007.Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi 
dan Prospektifnya. Bogor;Ghalia Indonesia. Hlm. 58-59. 
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sebagai derivasi langsung dari ajaran islam.Ajaran islam tersebut terbagi 
tiga bagian yaitu akidah, syariah dan akhlak. Khusus pada bagian syariah, 
terbagi lagi atas dua bagian yaitu mengenai ibadah dan 
muamalah.Ekonomi syariah terbentuk dari ajaran islam di bawah pilar 
syariah yang menempati posisi sebagai salah satu bidang dari muamalah, 
yaitu al-iqtishadiyyah14. 
 Sistem ekonomi syariah dibuat untuk menciptakan perekonomian 
yang bernuansa islam.Kesyariahan suatu bisnis harus dipandang secara 
komprehensif sebagai akumulasi semua tahapan proses yang telah teruji 
dan terukur bahwa semua tahapannyatidak ada yang menyalahi syariah. 
Oleh karena itu, kesyariahan suatu bisnis bukanlah secara simbolik atau 
secara parsial, melainkan suatu rangkaian sistematis yang bersifat 
komprehensif. Bisnis tersebut haruslah suci atau tazkiyah yang meliputi 
bersih lahiriah dan suci secara batiniah agar tidak terdapat hal-hal yang 
kontradiktif dengan hukum islam15. 
2. Prinsip Ekonomi Syariah 
 Prinsip ekonomi syariah bersumber dari nilai ilahiyah yang 
diimplementasikan ke sejumlah asas atau prinsip dasar yang lebih konkret 
dalam institusi-institusi ekonomi syariah, yaitu16 :  
                                                           
     
14
 M.Arfin Hamid. 2008. Teori Bisnis Tazkiyah:Konsep dan Aplikasinya pada Bank 
Syariah dan Institusi Syariah Lainnya. Jurnal Ilmu Hukum Amanna gappa 16(4).Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Hal. 314  
     
15
Ibid. Hlm.315-316. 
     
16
Ibid. Hlm. 322-324 
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a) Prinsip akidah yang tertuang ke dalam 5 rukun islam dan 6 rukun iman 
yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. 
Sehingga perilakunya senantiasa dilandasi dengan akidah islamiyah 
termasuk dalam aktivitasiqtishadiyyah (ekonomi). 
b) Prinsip ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah 
mahdlah (sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dll), melainkan juga 
meliputi aktivitas muamalah al-makhluqiyyah (hubungan interaksional) 
termasuk di dalamnya iqtishady (kegiatan bisnis) sepanjang bersifat 
positif. 
c) Prinsip syariah (hukum), dengan prinsip ini menunjukkan segala 
aktivitas ekonomi senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah 
sebagai dasar utamanya. 
d) Prinsip tazkiyah (kesucian) yang mengandung makna sesungguhnya 
Allah itu Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula, 
innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. 
e) Prinsip khilafah (kepemimpinan) yang terkandung di dalam-Nya 
sejumlah sifat nubuwwah seperti shiddiq (kejujuran), amanah 
(bertanggung jawab), fathonah (cerdas), tablig (komunikatif). Selain itu, 
berlandaskan pada akhlak, ukhuwa dan insaniyah (humanistik), 
sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lainnya. 
f) Prinsip pemilikan mutlak hanya ada ditangan Allah SWT., makna 
kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan 
sebagai amanah dari Allah SWT.  
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“Walillahi mulku assamawati wal ardhi” 
 Artinya : pada Allahlah kepemilikan segala isi langit dan bumi 
g) Prinsip a‟dalah(keadilan), didalamnya terdapat perilaku yang adil 
dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung 
persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezaliman. 
h) Prinsip al-wustha (keseimbangan), yang mengandung makna at-
tawazhun suatu kemampuan sebagai tuntutan untuk senantiasa 
menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan 
individu dan jamaah, antara lahiriah dan batiniah. 
i) Prinsip al-maslahah (kemaslahatan), bahwa dalam menjalankan 
aktivitas ekonomi pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas), 
berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan di 
dalamnya tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak 
termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan. 
3. Tujuan Ekonomi Syariah 
 Secara umum tujuan ekonomi islam adalah al-falah yaitu 
kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi 
material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraandi dunia dan akhirat. 
Menurut Halide, Tujuan ekonomi islam menggunakan pendekatan antara 
lain17 :  
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 Zainuddin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta; Sinar Grafika. Hlm.40 
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a) Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan 
dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
b) Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas 
manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan 
teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih 
terpendam. 
c) Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai 
moral harus diterapkan. 
d) Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber 
kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat 
sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana ampuh. 
Selain itu, terdapat pula tujuan dari ekonomi syariah yang 
diimplementasikan dalam perbankan syariah, yaitu18 : 
a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara 
islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan 
agar terhindar dari praktik riba. 
b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan 
meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. 
c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka 
peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok 
miskin yang diarahkan kepada usaha yang produktif. 
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 Warkum Sumitro.2002.Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait 
BMT dan Takaful di Indonesia. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada. Hlm.17-18 
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C. Bank Syariah 
 Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari ekonomi syariah 
yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada hukum islam. 
Dalam melakukan kegiatannya, bank syariah tidaklah boleh melenceng 
dari prinsip hukum islam yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan dari 
pembentukan bank yang berbasis islami ini ialah mewujudkan keinginan 
dari kaum muslimin untuk terhindar dari praktik ribawi.  
Bank syariah merupakan bank yang sistem kegiatannya berdasar 
pada prinsip hukum islam.Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 
(7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
yaitu Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  
 Bank syariah dalam mengambil keuntungan tidak berdasarkan 
sistem bunga sebagaimana yang telah dijalankan oleh bank konvensional. 
Bank syariah dalam memperoleh keuntungan berlandaskan pada prinsip 
bagi hasil atau imbalan yang telah disepakati bersama. Bank syariah juga 
merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2008 tentang Perbankan syariah.Tujuan dari perseroan ialah mencari 
keuntungan. 
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Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh 
mengandung unsur riba, gharar dan maysir. Riba yaitu mengambil 
keuntungan dari pengembalian kredit yang dilakukan. Keuntungan ini 
berasal dari kelebihan pinjaman pokok yang diberikan oleh pihak nasabah 
yang melakukan peminjaman dana. Riba dilarang karena telah ada 
penetapan keuntungan terhadap usaha yang belum pasti untung.Gharar 
ialah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak 
sehinggapihak lain dirugikan. Sedangkan maysir ialah sesuatu yang 
sifatnya untung-untungan atau bersifat perjudian atau spekulatif yang 
tinggi19. Ketiga unsur tersebut tidak dibolehkan dalamkegiatan ekonomi 
syariah karena unsur tersebut dapat merugikan seseorang atau salah satu 
pihak. 
Pada umumnya perbankan memiliki dua fungsi yaitu bank sebagai 
penghimpun dana dari masyarakat dan bank sebagai penyalur dana 
dalam masyarakat. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank 
bertindak sebagai debitor atas nasabah-nasabah yang menyimpan 
dananya di bank (deposan). Sedangkan dalam menyalurkan dana, bank 
bertindak sebagai kreditor atas nasabah yang melakukan peminjaman 
dana terhadap bank. Fungsi ini jugalah yang dijalankan oleh perbankan 
syariah. 
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 Abd.Shomad.2010.Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum 
Indonesia. Jakarta;Kencana. Hlm.125. 
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Selain itu, Bank syariah juga memiliki lima prinsip operasional 
dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu20 : 
a) Prinsip simpanan murni, yaitu prinsip penyimpanan dana dalam bentuk 
al wadiah. 
b) Bagi hasil, yaitu pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan 
pengelola dana.Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah 
mudharabah danmusyarakah. 
c) Prinsip Jual Beli, yaitu sistem penjualan barang dengan harga jual 
yang telah ditambah keuntungan (margin/ mark-up). Bentuk produk jual 
beli ini berupa murabahah, salam dan istishna. 
d) Prinsip sewa, prinsip ini terdiri atasijarah (sewa murni) dan ba‟i al takjiri 
(sewa beli) 
e) Prinsip fee (jasa), yaitu prinsip yang meliputi seluruh layanan non-
pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk ini antara lain al-
kafalah, al-hawalah, al-wakalah, al-qardh dan ar-rahn. 
D. Perjanjian  
1. Pengertian dan Tujuan Perjanjian 
 Perjanjian atau dalam hukum islam biasa disebut dengan akad. 
Kata akad dalam istilah berarti ikatan dan tali pengikat21. Di mana para 
pihak saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melakukan 
                                                           
     
20
 Ibid. Hlm.127-128. 
     
21
 Adul Aziz Muhammad Azzam. 2010.Fiqh Muamalat:Sistem Transaksi Dalam Fiqh 
Islam. Jakarta;Amzah. Hlm.15. 
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sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Para pihak yang telah 
mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian maka pihak tersebut harus 
memenuhi prestasi yang telah disepakati. Perjanjian yang telah disepakati 
tidak boleh dilanggar atau dibatalkan secara sepihak. 
 Pengertian lain dari akad yaitu ikatan antara ijab dan kabul yang 
diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi 
hukum atas sesuatu yang karenanya akan diselenggarakan. Akad ini 
dilakukan minimal dua pihak, yaitu pihak yang menyatakan ijab dan pihak 
yang menyatakan kabul. Adapun akad yang dilakukan secara sepihak, 
yaitu menyatakan suatu kehendak atas kemauan dirinya sendiri, misalnya 
memberikan hadiah terhadap seseorang atau hibah atau mewakafkan 
suatu tanah untuk dipergunakan kepentingan umum. Kegiatan tersebut 
dilakukan atas keinginan sendiri dari pihak pemberi dan terserah dari 
pihak penerima, apakah ingin menerima atau tidak. Tetapi pada umumnya 
perjanjian yang dilakukan dalam bisnis ialah perjanjian dua pihak atau 
lebih, di mana para pihak yang membuat perjanjian tersebut sepakat 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.  
 Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih 
tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang 
hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad22. Para pihak 
yang telah mengikatkan dirinya dalam akad tersebut harus memenuhi hak 
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 Syamsul Anwar.2007. Hukum Perjanjian Syariah.Jakarta;PT RajaGrafindo Persada. 
Hlm. 23 
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dan kewajibannya masing-masing. Misalnya, dalam jual beli maka pihak 
penjual harus menyerahkan barang yang diinginkan oleh pembeli dan 
pihak pembeli harus membayar barang yang telah dimilikinya. Secara 
hukum dalam praktik jual beli tersebut telah terjadi perpindahan hak milik 
dari penjual kepada pembeli. Dan perpindahan hak milik tersebut 
merupakan akibat hukum yang terjadi dalam jual beli. 
2. Syarat Sah Perjanjian, Asas Hukum Perjanjian, Serta Unsur Perjanjian. 
Dalam perjanjian dikenal dengan adanya syarat sah perjanjian. 
Syarat sah perjanjian ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) yang meliputi : 
a) Kesepakatan, yaitu para pihak yang melakukan perjanjian saling 
sepakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 
Sepakat ini merupakan bagian dari asas konsensual yang 
mengakibatkan lahirnya perjanjian. 
b) Cakap, yaitu pihak yang melakukan perjanjian haruslah cakap menurut 
hukum. Di mana pihak tersebut haruslah berusia 21 tahun atau telah 
menikah walaupun belum berusia 21 tahun. 
c) Mengenai hal-hal tertentu, yaitu mengenai objek yang berada dalam 
perjanjian tersebut haruslah jelas. 
d) Suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian yang dibuat tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang. 
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Ketentuan pada huruf a dan b merupakan syarat subjektif. Jika 
syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka dapat dilakukan pembatalan atau 
dibatalkan. Artinya perjanjian tersebut dianggap ada sebelum ada pihak 
yang menuntutnya. Sedangkan pada huruf c dan d merupakan syarat 
objektif. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut 
batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah 
ada.Jadi, dalam suatu perjanjian haruslah dipenuhi syarat subjektif dan 
syarat objektif agar perjanjian tersebut dapat terlaksana. 
 Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang 
mengenal asas konsensual, asas pacta sunt servanda, asas 
kebebasanberkontrak, dan asas itikad baik, maka dalam konteks hukum 
islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu23 : 
a. Al-hurriyah (Kebebasan) 
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, 
dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. 
Bebas dalam menentukan objek perjanjian, bebas menentukan 
dengan siapa ia akan membuat perjanjian serta bebas menentukan 
bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi 
dikemudian hari. Asas kebebasan ini telah diatur sebelumnya dalam 
Al-qur‟an Surah Al-baqarah ayat 256, yang artinya sebagai berikut : 
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 Abdul Ghofur Anshori.2006.Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. 
Yogyakarta;Citra Media. Hlm.26.  
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat…..”.  
 
Adanya kata “tidak ada paksaan” ini, berarti islam menghendaki 
dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk 
bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-
nilai syariah. 
b. Al-musawah (Persamaan atau kesetaraan) 
Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai 
kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and 
condition dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau 
kedudukan yang seimbang. 
c. Al-„adalah (Keadilan) 
Perjanjian yang dibuat harus senantiasa 
menghasilkankeuntungan yang adil dan seimbang bagi para pihak 
yang membuat perjanjian tersebut. Keuntungan tidak boleh ditetapkan 
secara sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.  
d. Al-ridha (kerelaan) 
Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan 
harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus 
didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh 
ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis statemen. 
e. Ash-shidq (Kebenaran dan Kejujuran) 
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Didalam islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan 
penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat 
berpengaruh dalam keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya 
mengandung unsur kebohongan maka akan memberikan hak kepada 
pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. 
f. Al-kitabah (Tertulis) 
Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan 
demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. 
Selain itu dalam perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya 
saksi-saksi karena saksi-saksi tersebut dapat menjadi alat bukti 
pendukung lainnya jika suatu hari terjadi sengketa. 
Selain asas-asas tersebut, dalam perjanjian terdapat pula unsur-
unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut, yaitu24 : 
a) Unsur esensialia 
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu 
kontrak  karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini 
maka tidak ada kontrak. Misalnya dalam jual beli harus ada 
kesepakatan mengenai barang dan harga yang menjadi objek jual beli. 
b) Unsur naturalia 
Unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak walaupun tidak 
diperjanjikan. Misalnya jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang 
                                                           
     24 Ahmadi Miru. 2010. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta;Rajawali 
Pers. Hlm.31-32. 
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cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan bahwa penjual 
yang harus menanggung cacat tersembunyi tersebut. 
c) Unsur aksidentalia 
Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat 
para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Misalnya dalam 
perjanjian jual beli angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitor 
lalai membayar utangnya, dikenakan denda tiga persen perbulan 
keterlambatan. Dan apabila tidak membayar selama enam bulan 
secara berturut-turut maka barang tersebut akan diambil kembali oleh 
pihak supplier. 
E. Pembiayaan 
 Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi 
mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada 
pelaku-pelaku ekonomi yang membutuhkan. Fungsi tersebut dikenal 
dengan istilah fungsi perbankan sebagai perantara (intermediary 
institution) 25 . Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut 
dilakukan untuk membantu masyarakat dari segi finansial. 
Pembiayaan merupakan aktivitas dari bank syariah untuk 
menyalurkan dana kepada seseorang yang membutuhkan dana. 
Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 
21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa 
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M.Arfin Hamid. 2007. Hukum Ekonomi Islam. Op.cit. Hlm.71. 
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pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa : 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam dan istishna; 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 
Pembiayaan pada bank syariah dapat dibagi menjadi tiga 
berdasarkan jangka waktunya, yaitu :  
a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan 
dengan jangka waktu maksimal satu tahun. 
b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka 
waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. 
c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang jangka 
waktunya lebih dari tiga tahun.  
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Selain itu, pembiayaan pada bank syariah memiliki beberapa fungsi, 
yaitu26 : 
a. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle 
fund, yaitu bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk 
disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehigga dana 
tersebut dapat bermanfaat dan lebih efektif. 
b. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, yaitu pembatasan 
pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar 
dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki 
dampak pada penurunan harga. 
c. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat 
ekonomi yang ada. 
Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ini didasarkan pada 
prinsip kepercayaan dari pemberi dana kepada penerima dana. Pemberi 
dana percaya kepada penerima dana bahwa penerima dana akan 
mengembalikan dana yang diterimanya. Dengan kepercayaan tersebut, 
penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang 
diterimanya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad.  
Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan 
kredit pada bank konvensional. Return pada pembiayaan bank syariah 
tidak berdasarkan bunga akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan 
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 Ismail. Op.Cit. Hlm.109 
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akad yang dilakukan. Bank syariah hanya menggunakan sistem imbalan 
atau bagi hasil dalam mencari keuntungan, sebagaimana telah disebutkan 
dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 
Perbankan.  
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional sudah terlihat jelas 
dari segi pengambilan profit yang dilakukan. Pada bank konvensional 
menggunakan sistem bunga yang tidak memerhatikan untung rugi dari 
pengelola dana. Walaupun debitor mengalami kerugian, debitor wajib 
membayar dana pinjaman beserta bunga bank tersebut. Sedangkan pada 
bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau imbalan. Di mana 
keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama.  
Salah satu pembiayaan yang dikenal pada bank syariah ialah 
pembiayaan yang menggunakan akad jual beli 27 . Pembiayaan ini 
menggunakan sistem margin keuntungan dalam memperoleh profit. 
Margin yang diperoleh berasal dari selisih harga jual dan harga beli yang 
ditawarkan oleh pihak bank. Margin yang ditetapkan oleh pihak bank tidak 
boleh terlalu tinggi untuk menghindari persamaan dengan riba dalam 
pemberian kredit. Semakin lama seseorang melakukan kredit, maka 
semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. 
Pengambilankeuntungan dan harga pokok dari barang tersebut 
harus diberitahukan oleh pihak bank.Keuntungan terhadap penjualan 
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 Ismail.Op.Cit. Hlm.135. 
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suatu barang yang dilakukan oleh pihak penjual (pihak bank) harus 
memperoleh persetujuan atau kesepakatan dari pihak pembeli.Bank tidak 
dapat menetapkan keuntungan dengan cara sepihak. Karena sistem yang 
bank syariah terapkan ialah sistem kemitraan yang mendahulukan diskusi 
kekeluargaan terlebih dahulu untuk mengambil suatu keputusan. Pada 
bank syariah terdapat tiga jenis pembiayaan jual beli, yaitu : 
a) Bai‟ murabahah 
Bai‟ murabahah merupakan pembelian barang oleh pihak bank 
terhadap penyedia barang kemudian bank menjualnya kembali kepada 
pihak nasabah (pembeli). Dalam akad ini pihak penjual wajib 
memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang akan diambil oleh 
pihak bank kepada pembeli. Akad ini akan terlaksana jika pembeli 
menyetujui harga yang diberitahukan oleh pihak bank. Nasabah yang 
mempergunakan produk tersebut lebih mengarah kepada pemenuhan 
individu atau dalam hal konsumtif. 
b) Bai‟ As-salam 
As-salam merupakan jual beli dengan melakukan pembayara 
terlebih dahulu, sedangkan barangnya baru diserahkan di kemudian 
hari. Bai‟ as-salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk 
pertanian yang berjangka pendek. Dalam hal ini, bank bertindak 
sebagai pembeli produk dan menyerahkan uangnya terlebih dahulu 
kepada pihak petani untuk mengelola pertaniannya. Petani akan 
memberikan hasilnya kepada bank pada saat panen. Biasanya pihak 
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bank akan mencari pembeli kedua sebelum panen tiba agar pihak 
petani dapat memberikan langsung hasil panennya terhadap pembeli 
kedua28.  
c) Bai‟ Al-istishna 
Bai‟ Al-istishna menurut PBI diartikan sebagai jual beli barang 
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan 
persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai 
dengan kesepakatan29. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima 
pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang 
lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang 
telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir30. Akad ini mirip 
dengan salam tetapi berbeda dari segi kontra prestasinya. Akad ini 
lebih mengarah kepada bidang manufaktur. 
Ketiga jenis pembiayan jual beli tersebut harus memenuhi rukun 
dan syarat yang telah ditentukan. Rukun merupakan unsur mutlak yang 
harus dipenuhi dan merupakan bagian dalam suatu transaksi. Sedangkan 
syarat dari jual beli merupakan sesuatu yang keberadaannya melengkapi 
rukun. Adapun rukun dan syarat dari jual beli, yaitu : 
a) Mengucapkan ijab kabul 
                                                           
     
28
 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan 
Aplikasi. Jakarta; Bumi Aksara. Hlm.302-303. 
     
29
  Lihat Pasal 1 ayat (9) PBI No.7/46/PBI/2005. 
     
30
  Muhammad Syafi‟I Antonio. Op.Cit. Hlm.113. 
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Dalam mengucapkan ijab (penawaran) dan kabul (permintaan) 
haruslah didasari dengankesepakatan. Karena perjanjian lahir dari 
adanya kata sepakat. Syarat dari mengucapkan ijab kabul ini ialah31 : 
1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa akad 
tersebut dilakukan; 
2) Antara ijab dan kabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang 
maupun harga yang disepakati; 
3) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka 
waktu 12 bulan setalah itu jadi milik saya kembali.  
b) Adanya para pihak yang berakad 
Para pihak yang berakad terdiri dari pihak penjual dan pembeli. Di 
mana para pihak ini harus memenuhi syarat dari jual beli yaitu32 : 
1) Cakap hukum, di mana pihak yang melakukan transaksi jual beli 
haruslah cakap menurut hukum, yaitu telah berusia 21 tahun atau 
telah menikah walaupun belum berusia 21 tahun; 
2) Sukarela (ridha), para pihak yang melakukan transaksi jual beli 
haruslah atas kehendaknya sendiri atau bukan karena paksaan dari 
siapapun. 
c) Objek yang diperjualbelikan 
Benda-Benda yang dapat dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi 
persyaratan sebagai berikut33 : 
                                                           
     
31
Bagya Agung Prabowo.2012.Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada 
Perbankan Syariah. Yogyakarta;UII Press. Hlm.59-60. 
     
32
 Ibid. 
     
33
 Abdul Ghofur Anshori. Op.Cit. Hlm.34-36. 
40 
 
1) Bersih barangnya, di mana barang yang dijual harus bersih atau 
tidak mengandung unsur najis dan barang-barang yang nyata 
diharamkan oleh agama. 
2) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjualbelikan harus 
memiliki manfaat sehingga pihak yang membeli merasa tidak 
dirugikan. 
3) Milik orang yang melakukan akad, yaitu barang yang dijual haruslah 
milik sendiri atau milik dari pihak penjual. 
4) Mampu menyerahkannya, yaitu barang sudah harus ada dan 
diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli 
tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu 
penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem 
pemesanan). 
5) Mengetahui, yaitu barang yang menjadi objek jual beli harus secara 
jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan 
kualitasnya. 
6) Barang yang diakadkan ada di tangan, yaitu perjanjian yang 
menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada 
dibawah kekuasaan pihak penjual.  
Dalam fikih islam dikenal berbagai macam jual beli . Dari sisi objek 
yang diperjualbelikan , jual beli dibagi tiga, yaitu34 : 
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 Ascarya.2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada. 
Hlm.77 
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a. Jual beli mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan 
uang. 
b. Jual beli sharf, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang 
dengan mata uang lain. 
c. Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara 
barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan 
barang yang dinilai dengan valuta asing 
 Selain itu, dalam jual beli terdapat hak dan kewajiban dari para 
pihak yang melakukan akad jual beli. Hak dan kewajiban tersebut 
haruslah dipenuhi demi terwujudnya akad yang dibuat. Hak dan kewajiban 
masing-masing pihak terdiri atas35 : 
Pihak pembeli : 
a) Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan 
kesepakatan; 
b) Berhak menerima penyerahan barang objek perjanjian jual beli. 
Pihak penjual : 
a) Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dibuat; 
b) Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi; 
c) Berhak menerima uang pembayaran. 
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Abdul Ghofur Anshori. Op.Cit. Hlm.38 
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 Dalam dunia usaha para pihak lebih cenderung menuntut hak dan 
justeru melupakan kewajiban. Sedangkan dalam konteks ajaran islam, 
keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi komitmen yang 
senantiasa harus mewujud kesegala dimensi kehidupan. Bahkan ajaran 
islam menekankan terlebih dahulu pemenuhan kewajiban dari pada hak36.  
 Adapun dalam bertransaksi para pihak harus memperhatikan objek 
yang dijual belikan, karena dalam jualbeli terdapat pula hal-hal yang 
diharamkan dalam bertransaksi, yaitu37 : 
a. Diharamkan karena zatnya, yaitu transaksi yang objeknya memang 
telang diharamkan, seperti khamar, narkoba, prostitusi, bangkai, 
darah, hewan tertentu, usaha judi, riba dan lainnya. 
b. Diharamkan selain zatnya, yaitu berkaitan dengan proses dan cara 
memperolehnya, seperti riba, penipuan, persaingan tidak sehat, 
penimbunan, dan segala tindakan yang tidak amanah lainnya. Selain 
itu, adapula objeknya yang tidak diharamkan tetapi proses 
pengelolaannya terdapat tindakan-tindakan yang diharamkan dalam 
islam, misalnya objeknya buah anggur yang tadinya halal dapat 
berubah menjadi haram. Menjadi haram karena proses 
pembuatannya yang dibuat menjadi khamar yang dapat 
memabukkan. 
 
                                                           
     
36
 M.Arfin Hamid.2007.Hukum Ekonomi Islam. Op.Cit.  Hlm.52. 
     
37
 M.Arfin Hamid. Teori Bisnis Tazkiyah. Op.Cit. Hlm 316-317. 
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F. Murabahah 
1. Pengertian Murabahah 
Murabahah merupakan salah satu kegiatan jual beli atas barang 
tertentu yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam melakukan kegiatan ini, 
pihak bank harus terlebih dahulu memiliki barang yang diinginkan oleh 
pembeli kemudian menjualnya kembali kepada pihak pembeli dengan 
menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diharapkan 
oleh pihak bank. Jika pembeli setuju dengan harga yang diberikan oleh 
pihak bank maka perjanjian ini dapat terlaksana. Dalam perjanjian ini 
nasabah selaku pembeli diberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi 
pembayaran barang yang dibelinya dari pihak bank.  
Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang 
diberikan oleh bank syariah dengan mengambil keuntungan dari margin/ 
mark-up. Keuntungan yang diperoleh bank syariah berasal dari selisih 
harga jual yang diberikan oleh pihak bank dengan harga beli kendaraan 
tersebut. Misalnya pihak bank membeli sebuah sepeda motor untuk 
nasabah seharga Rp.20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ), kemudian 
pihak bank menjualnya kepada nasabah tersebut seharga 
Rp.25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ). Maka keuntungan yang 
diperoleh pihak bank ialah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah). Dan lima 
juta rupiah itulah margin keuntungan yang diperoleh pihak bank. 
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Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah 
dalam bentuk akad murabahah harus sesuai dengan prinsip syariah. Di 
mana akad murabahah itu memiliki syarat38: 
a) Bahwa pembeli harus mengetahui harga pokok pembelian barang 
yang akan dibeli, yaitu nasabah selaku pembeli wajib mengetahui 
harga pokok dari barang yang akan dibelinya pada pihak bank. Hak 
dari pembeli untuk mengetahui harga pokok dari suatu barang yang 
akan dibeli agar tidak terjadi spekulasi harga yang mengakibatkan 
prinsip jual beli ini keluar dari koridor prinsip syariah. 
b) Jumlah keuntungan penjual harus diketahui oleh pembeli, yaitu pihak 
bank selaku penjual barang harus memberitahukan keuntungan yang 
akan diambil dari harga jual yang akan ditawarkan kepada nasabah 
selaku pembeli. Hal ini harus dilakukan agar kepercayaan nasabah 
terhadap bank semakin meningkat.  
c) Barang yang dibeli jelas kriterianya, ukuran, jumlah, dan sifatnya yaitu 
barang yang ditawarkan oleh pihak bank harus sesuai dengan 
spesifikasi barang yang diinginkan oleh pihak nasabah (pembeli). 
d) Barang yang dijual sudah dimiliki oleh penjual, yaitu bank selaku pihak 
penjual harus telah memiliki barang yang hendak dijual. Barang 
tersebut sudah harus berada pada kekuasaan pihak bank. Di mana 
hak milik barang tersebut seutuhnya menjadi milik bank bukan milik 
orang lain. 
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 Abd Shomad.2010.Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum 
Indonesia. Jakarta;Kencana. Hlm.168. 
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e) Penjual dan pembeli harus saling ridha, yaitu dalam melakukan 
perjanjian jual beli ini, pihak bank selaku penjual dan pihak nasabah 
selaku pembeli harus saling sepakat dalam melakukan hak dan 
kewajiban mereka masing-masing. 
f) Penjual dan pembeli mempunyai kekuasaan dan cakap hukum dalam 
transaksi jual beli, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dalam 
melakukan transaksi jual beli haruslah cakap menurut hukum. Di 
manacakap menurut hukum ialah telah berusia 21 tahun atau telah 
menikah walaupun belum berusia 21 tahun. Dan dalam melakukan 
transaksi jual beli tersebut haruslah atas kehendak sendiri, di mana 
tidak ada paksaan atau tekanan dalam melakukan transaksi. 
g) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, yaitu 
pihak pembeli berkewajiban melakukan pembayaran setelah 
memperoleh barang yang diinginkan sebagaimana telah disebutkan 
dalam perjanjian tersebut.  
Selain itu, terdapat pula fatwa DSN yang harus diperhatikan dalam 
memberikan pembiayaan dengan akad murabahah. Fatwa DSN mengenai 
ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, yaitu : 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya. 
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4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam 
kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 
barang, secara prinsip, menjadi milik bank 
Adapun ketentuan murabahah kepada nasabah, yaitu : 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, pihak bank harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian 
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yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut 
mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual 
beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 
bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 
nasabah . 
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang 
muka, maka : 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga 
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, 
nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
 Dalam pembiayaan murabahah terdapat beberapa manfaat, 
demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Pembiayaan murabahah 
memberikan manfaat terhadap para pihak. Terhadap pihak bank akan 
memperoleh margin keuntungan sesuai kesepakatan. Margin tersebut 
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didapat dari selisih harga jual dan harga beli yang dilakukan oleh pihak 
bank. Dan untuk pihak pembeli memperoleh manfaat keringanan dari segi 
financial, karena dalam akad tersebut tidak akan ada perubahan biaya. 
Hal ini jelas lebih menguntungkan dibanding dengan melakukan jual beli 
pada jasa multi finance lainnya. Di mana harga jual yang diberikan oleh 
jasa multi finance dapat lebih mahal dibanding harga normalnya.  
Adapun risiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah sebagai 
berikut39 : 
a) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 
b) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar 
naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak dapat 
mengubah harga jual beli tersebut. 
c) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 
nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam 
perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, 
sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena 
nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia 
pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan 
penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan 
demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain. 
d) Dijual; karena bai‟ al-murabahahbersifat jual beli dengan utang, maka 
ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. 
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 Muhammad Syafi‟I Antonio. 2001.Op.Cit. Hlm.107. 
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Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, 
termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default 
akan besar.  
Ancaman risiko diatas harus diantisipasi oleh pihak bank dalam 
menjaga kesehatan dunia perbankan. Hal ini dilakukan untuk membuat 
masyarakat tetap percaya terhadap bank syariah. Karena yang diperlukan 
dalam dunia usaha ialah sistem kepercayaan terhadap mitra kerja. Melalui 
kepercayaan usaha akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 
Makassar. Pemilihan tempat lokasi penelitian ini karena objek 
permasalahan pada penelitian ini berada pada  bank syariah. Selain itu 
bank syariah tersebut juga melakukan praktik jual beli kendaraan dengan 
akad murabahah. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
dibagi ke dalam dua jenis, yaitu : 
a. Data Primer, yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan 
melalui wawancara langsung dengan Account Officer PT.Bank 
Syariah Mandiri Cabang Makassar, yang memiliki wewenang 
terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah. 
b. Data Sekunder, yaitu informasi yang diperoleh secara tidak 
langsung seperti data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 
tempat penelitian, buku, karya ilmiah dan dokumen yang ada 
relevansinya dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua, yaitu : 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
2. Studi Kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku, 
media elektronik, dan bahan-bahan yang relevan dengan 
permasalahan yang dibahas. 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung terhadap 
pihak yang berwenang dan literatur yang digunakan, akan dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan situasi sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Konsep Hukum Jual Beli Kendaraan dengan Menggunakan Akad  
Murabahah 
 Ba‟i Al-murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli 
yang ditawarkan oleh bank syariah dengan cara penyerahan barang 
dilakukan terlebih dahulu, setelah penandatanganan akad jika nasabah 
telah menyetujui harga jual yang ditawarkan oleh pihak bank. Harga jual 
yang ditawarkan oleh bank ialah harga pokok dari kendaraan tersebut 
ditambah dengan margin atau keuntungan yang akan diambil oleh pihak 
bank. Harga jual yang ditawarkan tersebut tidak akan pernah berubah 
sampai jangka waktu tertentu. 
 Menurut Ayu Listya Anggraini40, pembiayaan yang diberikan oleh 
bank dengan murabahah ini meliputi pembiayaan konsumtif dan 
pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan 
yang diberikan oleh bank untuk tujuan konsumsi, seperti pembiayaan 
pemilikan rumah, pembiayaan pemilikan kendaraan. Sedangkan 
pembiayaan produktif lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan 
perusahaan, seperti pembiayaan investasi mesin dan peralatan, perbaikan 
gedung, serta pengadaan alat-alat kesehatan. 
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 Wawancara dengan account officer PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 24 april 
2013 
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Akad murabahah pada bank syariah dapat dibedakan menjadi dua 
yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. 
Murabahah dengan pesanan ialah calon nasabah dapat memesan barang 
terhadap pihak bank, di mana calon nasabah berjanji akan membeli 
barang tersebut dengan cara membayar secara angsuran. Menurut Reza 
Mahendra41 , permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah terhadap 
bank tidak bersifat mengikat, dimana barang yang diinginkan oleh calon 
nasabah dapat dibeli atau tidak karena pihak bank tidak dapat memaksa 
pihak nasabah untuk membeli barang tersebut. Hal ini didasari pada 
persyaratan yang diajukan oleh pihak bank, apakah pihak nasabah dapat 
memenuhi persyaratan tersebut atau tidak serta keputusan dari pihak 
bank dari analisis yang dilakukan. 
Murabahah tanpa pesanan ialah bank menyediakan barang 
dagangannya tanpa ada pihak yang memesan. Barang tersebut telah 
menjadi milik dari pihak bank atas kehendak sendiri. Jadi pihak nasabah 
dapat menentukan sikap, apakah ingin mengambil barang tersebut atau 
tidak. Tetapi dalam praktiknya, jenis murabahah ini tidak pernah dilakukan 
oleh pihak bank karena pihak bank tidak ingin mengeluarkan dana secara 
sia-sia untuk membeli barang yang belum tentu dapat terjual kepada 
pembeli  
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 Wawancara dengan account officer PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 24 april 
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 Murabahah merupakan penjualan suatu produk dari pihak bank 
kepada nasabah setelah nasabah mengajukan permohonan. Di mana 
calon nasabah datang memohon kepada pihak bank untuk dibelikan 
kendaraan yang diinginkannya dengan menyebutkan spesifikasinya 
dengan jelas. Setelah bank mencatatat spesifikasi kendaraan yang 
diinginkan oleh nasabah, maka pihak bank akan pergi mencari kendaraan 
tersebut. Sebelum pihak bank mencari kendaraan tersebut, maka bank 
akan memberitahukan terlebih dahulu persyaratan yang harus disedikan 
oleh pihak nasabah jika nasabah menyetujui penawaran dari pihak bank. 
Bank akan mencari kendaraan yang diinginkan oleh nasabah pada 
dealer-dealer tertentu. Biasanya bank akan mencari pada dealer yang 
telah memiliki kerjasama dengan pihak bank. Setelah barang tersebut 
ditemukan maka pihak bank akan menghubingi kembali nasabah tersebut 
dan memberitahukan bahwa kendaraan yang diinginkan telah ditemukan 
sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, informasi yang akan diberitahu 
oleh bank ialah harga jual yang akan ditawarkan, di mana pihak bank 
harus memberitahukan dengan jelas dan jujur harga pokok dan margin 
yang akan diambilnya. Apabila nasabah menyetujui penawaran tersebut, 
maka pihak bank akan meminta nasabah untuk membawa persyaratan 
yang telah diberitahukan sebelumnya. Setelah nasabah menyediakan 
persyaratan tersebut maka akan berlanjut ke tahap penganalisaan data. 
 Secara ringkas skema penjualan murabahah sebagai berikut : 
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           1. memohon kepada bank 
                  6.membayar                                2.mencari ke dealer              
 Nasabah                                                                    Bank Syariah                                                                    Dealer 
                        5. Terima barang                               4.  mengirim barang 
Skema 1 
 Salah satu bank syariah yang menjalankan praktik di atas ialah 
PT.Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut dilakukan hanya untuk 
mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pada bank tersebut serta 
memberikan pelayanan yang maksimal terhadap nasabah yang datang 
mengajukan permohonan pembiayaan42.  
Pada praktiknya yang lain, beberapa bank syariah akan menyuruh 
terlebih dahulu nasabah tersebut untuk mencari kendaraan yang 
diinginkannya. Setelah nasabah menemukan kendaraan yang diinginkan, 
maka nasabah akan memberitahukannya ke bank. Melalui informasi dari 
nasabah, bank akan menyurvei barang tersebut. Sehingga nasabah yang 
datang ke bank syariah sudah mengetahui dealer mana yang 
menyediakan kendaraan yang diinginkannya.  
 Secara ringkas skema teori di atas dapat dilihat sebagai berikut : 
 
                                                           
     42  Wawancara pada saat prapenelitian pada tanggal 15 Januari 2013 
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2.Ke Bank Syariah                   6.membaya        r                  3.mensurvei 
                                                       1.mencari                                         
                      Nasabah                                                                                                       Dealer 
                                      5.Terima barang                       4.kirim barang 
Skema 2. 
Pada skema yang kedua menggambarkan bahwa yang bekerja 
ialah pihak nasabah. Nasabah harus mencari dealer yang akan dikunjungi 
oleh pihak bank untuk menyurvei kendaraan yang diinginkannya. Sebelum 
bank melakukan survei tersebut, maka pihak bank akan melihat terlebih 
dahulu data dan dokumen yang diminta oleh pihak bank. Setelah melihat 
data dari pihak nasabah dan nasabah tersebut dinyatakan layak untuk 
menerima pembiayaan, barulah pihak bank akan menilai kendaraan 
tersebut, apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Penilaian kelayakan 
kendaraan tersebut berdasar pada spesifikasinya, seperti asal negara 
pembuatan kendaraan tersebut, tahun pembuatannya, persediaan suku 
cadang, dan lain sebagainya.  
Pada skema pertama dan yang kedua terlihat ada perbedaan, pada 
skema pertama yang bekerja atau mencari kendaraan yang diinginkan 
nasabah ialah pihak bank. Sedangkan pada skema kedua, yang bekerja 
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ialah nasabah itu sendiri. Jadi, nasabah telah memiliki target kendaraan 
pada dealer tertentu, sehingga pihak bank hanya pergi menyurvei 
kendaraan tersebut apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Walaupun 
nasabah yang pergi mencari terlebih dahulu kendaraan yang ingin 
dimilikinya namun yang akan melakukan pembayaran ialah pihak bank. 
Pihak bank akan melakukan pembayarannya secara langsung terhadap 
dealer jika kendaraan tersebut dinyatakan layak untuk dibiayai. 
Menurut Ayu Listya Anggraini 43 , terjadinya praktik pada bank 
syariah yang mewajibkan nasabah untuk mencari terlebih dahulu 
kendaraan yang diinginkannya karena tidak adanya karyawan dari Bank 
Syariah Mandiri yang dapat pergi mencari kendaraan tersebut. Hal ini 
terjadi karena kesibukan dari pihak karyawan dalam melayani setiap 
nasabah yang datang menghadap. Selain itu, praktik ini juga bertujuan 
untuk menghindari beberapa klaim dari nasabah jika pihak bank yang 
melakukan pencarian barang. Klaim yang dihindari oleh pihak bank salah 
satunya seperti barang yang dibeli bank tidak sesuai dengan spesifikasi 
yang disebutkan oleh pihak nasabah. Sehingga nasabah tidak ingin 
menerima kendaraan tersebut dari dealer. Apabila hal tersebut terjadi 
maka akan menimbulkan kerugian terhadap pihak bank karena telah 
mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli kendaraan tersebut. Oleh 
karena itu, pihak bank menyuruh terlebih dahulu calon nasabahnya untuk 
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 Wawancara dengan account officer PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 15 
januari 2013 
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menemukan kendaraan yang ingin dimilikinya lalu pihak bank akan 
menyurveinya.  
Menurut Halide44, praktik pada skema kedua di atas memang wajar 
dilakukan oleh pihak bank syariah, karena yang membutuhkan 
pembiayaan ialah pihak nasabah. Jika nasabah memiliki dana sendiri, 
maka nasabah tersebut tidak perlu memohon kepada bank syariah. Hal ini 
didasari pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 
pada ketentuan umum yang menyatakan bahwa jika bank hendak 
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, 
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip 
menjadi milik bank. Yang perlu dikhawatirkan dari praktik ini ialah adanya 
tindakan kerjasama untuk melakukan kecurangan antara pihak nasabah 
dengan dealer yang ditunjuknya untuk memperoleh pembiayaan dari 
pihak bank. Pihak nasabah bekerjasama dengan pihak dealer dalam 
menentukan harga. Setelah pihak dealer memperoleh dana dari 
pembiayaan bank, maka pihak dealer akan membawa kabur dana 
tersebut bersama dengan nasabah yang mengajukan permohonan 
pembiayaan. 
Menurut Mohammad Ghozali45, untuk menghindari kejadian di atas, 
maka pihak bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Hal 
yang pertama akan dilakukan oleh pihak bank ialah menyurvei ke dealer 
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 Wawancara dengan Prof.Dr.Halide pada tanggal 25 April 2013 
     
45
 Wawancara dengan account officer PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 25 april 
2013 
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tersebut, apakah memiliki surat izin resmi untuk menjual kendaraan atau 
tidak. Kedua, melakukan kerjasama dengan dealer tersebut yang 
dinyatakan dalam Memorandum of Uderstanding (MoU). Apabila ada 
karyawan dari dealer tersebut yang berbuat kecurangan maka dealer 
tersebut yang akan bertanggung jawab. 
Menurut Haekal Saddam Husien 46 , pemohon yang mengajukan 
permohonan pembiayaan diwajibkan terlebih dahulu membuka rekening 
tabungan pada bank syariah yang memberikan pembiayaan. Membuka 
rekening tabungan merupakan syarat yang wajib dipenuhi karena proses 
pembayaran angsuran yang akan dilakukan nasabah akan melalui 
rekeningnya apabila pembiayaan yang diajukan dapat diterima oleh bank 
syariah. Selain pembuatan rekening, nasabah juga wajib menyediakan 
dana untuk membayar down payment (uang muka) dari kendaraan yang 
akan dibiayai. 
Uang muka yang harus disediakan oleh nasabah minimal 20% (dua 
puluh persen) dari harga pokok kendaraan. Pembiayaan yang akan 
ditanggung oleh bank maksimal 80% dari harga pokok kendaraan. Bank 
syariah tidak bisa memberikan pembiayaan 100% karena sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank syariah untuk menghindari 
risiko yang akan terjadi. Nasabah yang datang mengajukan permohonan 
akan diberitahukan untuk menyiapkan uang muka dari kendaraan tersebut 
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 Wawancara dengan account officer PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 24 april 
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minimal 20% yang akan disetorkan pada bank. Apabila pembiayaan 
kendaraan yang diajukan oleh calon nasabah dinyatakan tidak layak untuk 
dibiayai maka uang muka tersebut akan dikembalikan kepada pemohon. 
Pihak bank menentukan besarnya pembiayaan yang akan 
dilakukan berdasarkan tahun keluaran kendaraan tersebut, jika kendaraan 
tersebut dalam keadaan baru atau masih dibawah satu tahun maka bank 
akan memberikan pembiayaan 80% dan sisanya atau 20% ditanggung 
oleh calon nasabah. Sebelum bank mengajukan kepada komite 
pembiayaan maka pihak account officer akan membuat struktur  
pembiayaannya terlebih dahulu. Dalam struktur pembiayaan tersebut telah 
diketahui margin yang akan diambil oleh bank, jumlah dana pembiayaan 
serta jumlah angsuran yang dapat dilakukan oleh calon nasabah. 
Misalnya, Anton ingin membeli sebuah mobil di dealer Toyota. 
Mobil tersebut seharga Rp.130.000.000.00,- (seratus tiga puluh juta 
rupiah) dengan pengajuan permohonan pembiayan selama tiga tahun. 
Dan pihak bank menyetujui pembiayaan tersebut dengan pembiayaan 
80% dari harga pokok. Penentuan pembiayaan tersebut setelah pihak 
bank melakukan survei ke dealer Toyota dan menyatakan kendaraan 
tersebut masih baru dan dapat untuk dibiayai. Bapak Anton pun sepakat 
membayar uang mukanya sebesar 20% dengan margin 10% untuk setiap 
satu tahun pembiayaan. Adapun struktur pembiayaannya sebagai berikut : 
Pokok pembiayaan : 80% x Rp.130.000.000.00,- = Rp.104.000.000.00,- 
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Margin : 10% x Rp.104.000.000.00,- x 3 tahun = 31.200.000.00,- 
Jumlah angsuran : Rp.104.000.000+Rp.31.200.000=Rp. 135.200.000.00,- 
Angsuran : Rp.135.200.000 : 36 = Rp.3.755.555.,- 
Struktur Pembiayaan : 
 Jenis Pembiayaan    : Murabahah 
 Tujuan penggunaan    : Pembelian 1 unit mobil 
 Harga beli     : Rp.130.000.000.00,- 
 Margin Bank     : Rp.  31.200.000.00,- + 
 Harga Jual Bank    : Rp.161.200.000.00,- 
 Angsuran pendahuluan   : Rp.  26.000.000.00,-  - 
 Pembayaran yang diangsur  : Rp.135.200.000.00,- 
 Pembiayaan Bank    : Rp.104.000.000.00,- 
 Jangka waktu    : 36 bulan 
 Angsuran per bulan    : Rp.3.755.555.,- 
Jadi, angsuran yang harus dilakukan oleh Anton selama tiga tahun 
sekitar tiga juta lebih perbulan. Angsuran tersebut akan dimasukkan 
terlebih dahulu ke dalam rekening setelah itu pihak bank akan 
memotongnya setiap bulan dari rekening nasabah. Jumlah angsuran yang 
dilakukan oleh nasabah tersebut tidak akan pernah berubah sampai 
jangka waktu permohonan pembiayaan. Jika sampai jangka waktu 
tersebut nasabah belum dapat melunasinya, maka pihak bank akan 
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melakukan restrukturisasi pembiayaan. Dan akan memberikan 
perpanjangan jangka waktu sesuai dengan jangka waktu akad 
pembiayaan awal. 
Menurut ulama47, jual beli hukumnya mubah. Jual beli ada yang 
dibolehkan dan ada juga yang dilarang. Jual beli yang dibolehkan menurut 
islam ialah jual beli yang tidak melanggar atau bertentangan dengan 
syariat islam dan tidak boleh mengandung unsur  penipuan, spekulasi, 
dan barang tersebut harus memiliki manfaat. Sedangkan jual beli yang 
dilarang menurut islam seperti menjualbelikan hewan yang dilarang untuk 
dikonsumsi oleh umat islam, menjual minuman yang dapat memabukkan, 
menjual obat-obatan yang dilarang, dan lain sebagainya. 
Ada juga jenis jual beli yang dibolehkan tetapi tidak untuk 
diperjualbelikan secara bebas, seperti senjata api. Senjata api hanya 
dapat dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk membela negara, tetapi 
dilarang penjualannya terhadap masyarakat umum karena dapat 
digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembunuhan. Begitu 
pula senjata tajam, senjata tajam seperti parang dapat diperjualbelikan 
asal kegunaannya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti pemotongan 
kayu, penyembelihan hewan. Berbeda dengan senjata tajam seperti 
„badik‟, yang penggunaannya tidak dapat digunakan untuk memotong 
kayu, tidak dapat pula digunakan untuk menyembelih hewan. Jadi 
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penjualan badik dilarang karena tidak memiliki manfaat kecuali untuk 
melakukan tindakan melanggar hukum. 
Keuntungan dalam jual beli angsuran kendaraan bukan riba karena 
yang menjadi objek utang ialah barang/ kendaraan. Berbeda jika yang 
menjadi objek utang tersebut ialah sejumlah uang, maka penambahan 
dalam peminjaman uang tersebut ialah riba. Permintaan penambahan 
dalam pemberian pinjaman uang dilarang karena pihak pemberi pinjaman 
telah menetapkan suatu keuntungan yang pasti terhadap keuntungan 
yang belum pasti didapatkan oleh peminjam dana. 
Pengambilan keuntungan dalam jual beli menurut islam tidak 
dilarang dan tidak memiliki batas. Tetapi beberapa literatur ada yang 
mengatakan bahwa keuntungan dalam jual beli boleh sepanjang dalam 
kadar yang wajar dan adapula keuntungan yang dilarang. Dalam islam 
tidak ada ketentuan yang mengatur tentang batas pengambilan 
keuntungan. Menurut ulama, penjual boleh mengambil keuntungan 
terhadap barang yang dijual asal keuntungan tersebut tidak lebih besar 
dari modal yang dikeluarkan dan memiliki kesepakatan dengan pembeli. 
Selain itu, keuntungan tersebut tidak memberatkan dari pihak pembeli 
karena keuntungan yang berlebihan dapat memberatkan pembeli dalam 
melakukan pembayaran. 
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B. Proses Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan 
Menggunakan Akad Murabahah. 
 Sebelum pihak bank mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh 
nasabah untuk pengadaan barang berupa kendaraan, maka bank syariah 
selaku pemberi pembiayaan akan melakukan beberapa tahap 
pemeriksaan terhadap nasabah dan kendaraan yang ingin dibiayai. Demi 
kelancaran pemeriksaan tersebut, maka prosedur dan persyaratan yang 
diajukan oleh pihak bank harus dipenuhi oleh nasabah agar dana tersebut 
dapat dicairkan. Dan tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak bank dalam 
memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya dapat dilihat sebagai 
berikut48 : 
1. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah 
 Pada tahap ini nasabah datang ke bank syariah untuk mengajukan 
permohonan pembiayaan atas pengadaan kendaraan yang nasabah 
inginkan. Biasanya nasabah tersebut telah memiliki target kendaraan yang 
diinginkan pada dealer tertentu sebelum datang mengajukan permohonan 
pada bank syariah. Jika nasabah belum memiliki target kendaraan yang 
diinginkan, maka pihak bank akan merekomendasi dealer tertentu yang 
telah memiliki kerjasama dengan pihak bank syariah.  
 Nasabah yang datang ke bank syariah akan dimintai keterangan 
awal terlebih dahulu mengenai kebutuhan calon nasabah akan 
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 Hasil wawancara dengan Haekal Saddam Husien selaku account officer PT. Bank 
Syariah Mandiri pada tanggal 2 Mei 2013. 
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pembiayaan. Walaupun dilakukan hanya sekilas dan tidak mendetail, 
wawancara tersebut sangat bermanfaat bagi pihak bank untuk 
memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. 
 Adapun informasi pokok yang harus dicari pihak bank pada saat 
wawancara awal, yaitu : 
a. Status pemohon, apakah pemohon mengajukan permohonan tersebut 
untuk kepentingan perorangan atau badan usaha. Bila diajukan untuk 
perorangan maka harus diketahui status pernikahannya, mengetahui 
pekerjaannya atau profesinya dan dilakukan oleh calon nasabah yang 
telah cakap hukum, yaitu telah berusia 21 tahun. Dan bila diajukan 
untuk mewakili badan usaha maka harus diketahui terlebih dahulu 
bentuk badan usaha tersebut, apakah berbentuk PT, CV, koperasi, 
yayasan atau badan usaha lainnya. Mengetahui status pemohon akan 
berguna untuk legalitas pemohon yang harus dipenuhi. Setelah 
mengetahui status pemohan, maka pihak bank akan memberikan 
formulir untuk diisi. Formulir tersebut berisikan data pribadi nasabah 
berupa nama, alamat, tempat tinggal, serta tujuan mengajukan 
permohonan pembiayaan. 
b. Domisili calon nasabah, dalam melakukan pengawasannya terhadap 
calon nasabah yang dibiayai maka pihak bank harus mengetahui 
domisili dari calon nasabah tersebut. Walaupun bank menilai bahwa 
calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, tetapi 
nasabah berada di luar jangkauan wilayah kerja bank, maka pihak 
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bank akan mengalami kesulitan dalam monitoring pembiayaan. Dan 
apabila terjadi hal demikian maka pihak bank tidak mengabulkan 
permintaan pembiayaan atau merekomendasikan ke bank syariah di 
dekat tempat tinggalnya. 
c. Repayment capacity (kemampuan membayar), pertanyaan ini sangat 
penting bagi bank karena melalui pertanyaan ini bank dapat 
mengetahui kondisi keuangan nasabah saat ini dan perkiraan 
kemampuan membayarnya. Informasi yang dapat ditanyakan berupa 
sumber penghasilan calon nasabah. Apakah berasal dari gaji atau 
hasil usaha, apakah bersifat kontinyu (rutin) atau musiman. Selain 
informasi dari sumber penghasilannya, pihak bank juga akan 
menanyakan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon nasabah. 
Dari informasi tersebut, pihak bank akan menghitung perkiraan 
angsuran sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. 
2. Pemenuhan data dan dokumen 
 Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap pengisian formulir 
tersebut. Di mana pihak nasabah diwajibkan memenuhi data yang 
diinginkan oleh pihak bank untuk dilakukan analisis. Pengumpulan data 
melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-
dokumen yang mendukung permohonan. Apabila pengajuan permohonan 
pembiayaan tersebut dilakukan secara perorangan maka data dan 
dokumen yang harus dipenuhi ialah : 
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a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri/SIM/Paspor 
b. Kartu keluarga 
c. Surat keterangan bekerja dari perusahaan atau tempat calon 
nasabah bekerja 
d. SK pengangkatan terakhir dan  
e. akta nikah, jika telah bercerai maka perlu dilampirkan juga surat/ 
akta cerai. 
f. Slip gaji asli dan copy rekening bank. Dalam praktiknya, pihak bank 
akan meminta kepada pemohon untuk menyerahkan surat standing 
instruction, yaitu surat kuasa karyawan kepada perusahaan 
tempatnya bekerja untuk melakukan pembayaran gaji melalui bank 
pemberi pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin 
kelancaran pembayaran angsuran jika pembiayaan yang diajukan 
pemohon telah disetujui oleh pihak bank. 
Dan apabila diajukan untuk mewakili badan usaha, maka 
persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : 
a. KTP pengurus perusahaan  
b. Akta pendirian dan perubahan perusahaan 
c. Pengesahan pendirian badan hukum tersebut dari instansi yang 
berwenang, seperti pengesahan pendirian PT oleh Kementrian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
e. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 
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f. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 
g. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 
h. TDR (Tanda Daftar Rekanan) 
i. SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) 
j. Company Profile 
k. Dokumen lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha yang 
dijalankan, seperti sertifikat anggota suatu asosiasi, sertifikat halal 
dari MUI, sertifikat produk terkait uji mutu, dan sebagainya. 
l. Laporan keuangan 2 tahun terakhir berupa neraca dan laporan 
laba/rugi 
m. Bukti-bukti administrasi transaksi usaha seperti catatan penjualan 
dan pembelian serta copy rekening bank 3 bulan terakhir. 
Untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai calon nasabah 
tersebut, pihak account officer memerhatikan aspek 5C atau yang biasa 
disebut dengan The Five C‟s of Credit Analysis. Analisis 5C tersebut, 
yaitu : 
a. Character, yakni menggambarkan watak dan kepribadian dari calon 
nasabah. Untuk dapat menilai watak atau karakter dari individu 
tersebut, pihak bank dapat memperolehnya pada data BI checking 
dan informasi dari pihak lain, seperti dari mitra kerja calon nasabah 
tersebut.  
b. Capacity, yakni mengetahui kemampuan keuangan pemohon 
dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. 
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Mengetahui kemampuan keuangan pemohon sangat penting 
karena merupakan sumber utama pembayaran. Untuk mengetahui 
kondisi keuangan dari pemohon tersebut dapat dilihat dari laporan 
keuangan dan memeriksa slip gaji dan rekening tabungannya. 
c. Capital, yaitu modal yang dimiliki oleh pemohon, termasuk juga 
penilaian atas aspek keuangan pemohon. 
d. Condition, yakni analisis mengenai kondisi perekonomian. Bank 
perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan 
dengan kondisi ekonomi. Tetapi untuk bagian ini bank syariah tidak 
terlalu fokus terhadap pembiayaan konsumsi. Bank hanya akan 
mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dengan kondisi 
ekonomi saat ini dan akan datang, sehingga pihak bank dapat 
memprediksi ekonomi calon nasabah tersebut. Pekerjaan calon 
nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam mengambil 
keputusan pembiayaan.  
e. Collateral, yakni penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan 
untuk menutupi pembiayaan yang mengalami kemacetan. 
Dari 5C di atas, yang menjadi perhatian utama dari bank syariah 
cuma ada tiga, yaitu character, capacity dan collateral. 3C ini sangat 
penting dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan karena 3C 
ini sangat berperan penting dalam mengembalikan dana pembiayaan 
yang digunakan oleh bank syariah. 
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Selain data di atas, pihak bank juga memerlukan data eksternal 
pemohon. Data eksternal pemohon diperlukan untuk melihat kondisi 
pemohon dari berbagai sisi, yaitu49 : 
a. SID-BI (Sistem Informasi Debitor – Bank Indonesia), merupakan 
sistem pelaporan debitor/nasabah pembiayaan perbankan kepada 
Bank Indonesia. Melalui SID tersebut, pihak bank dapat 
mengetahui seseorang sedang atau tidak menikmati fasilitas 
pembiayaan atau kredit dari bank lain. Bila tercantum seseorang 
sedang menikmati fasilitas dari bank lain, maka dapat diketahui 
informasi terkait pembiayaannya meliputi : 
 Nama bank pemberi fasilitas 
 Plafon dan outstanding terakhir fasilitas 
 Jaminan yang diikat oleh bank 
 Kondisi kolektibilitas (tingkat kelancaran) pembayaran kewajiban 
nasabah kepada bank. 
b. DHN (Daftar Hitam Nasional), yaitu pelaporan yang dikeluarkan 
oleh Bank Indonesia terkait nasabah yang mengalami black list 
karena adanya indikasi manajemen keuangan yang kurang baik 
dari pihak pemohon. Hal ini wajib diwaspadai oleh pihak bank 
terkait kondisi keuangan pemohon pembiayaan apabila namanya 
tercatat sebagai black list dalam DHN.  
                                                           
     
49
 Yusak Laksmana. 2009. Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah; Memahami 
Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah. Jakarta; PT Elex Media Komputindo. Hlm. 
56-58. 
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c. Negative list, yaitu kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh 
pihak bank terhadap sektor usaha yang dapat dibiayai dan tidak 
dapat dibiayai. Hal ini didasari dari segi rating sektor usaha yang 
dapat dibiayai menurut ketentuan internal bank dan menghindari 
sektor usaha yang masuk kategori negative list. 
d. Trade checking, yaitu suatu kegiatan pengecekan melalui pihak 
ketiga atas segala informasi yang dibutuhkan mengenai pemohon. 
Salah satu data yang diminta bank dalam permohonan 
pembiayaan adalah data mitra kerja usaha pemohon, baik supplier 
(pemasok) maupun pembeli. Melalui supplier, pihak bank dapat 
memperoleh informasi mengenai jenis dan jumlah barang serta 
pola pembayarannya dan bagaimana hubungan bisnis para 
supplier dengan pemohon. Data trade checking ini dibutuhkan jika 
tujuan pengadaan barang/kendaraan tersebut digunakan sebagai 
penunjang usaha. 
Jika data nasabah tersebut telah terpenuhi, maka pihak bank akan 
mempelajarinya dengan baik untuk dibuatkan catatan atas informasi yang 
belum lengkap atau yang belum jelas untuk dikonfirmasikan kepada 
pemohon. Bila pihak bank merasa cukup akan data di atas, maka pihak 
bank akan melanjutkannya ketahap berikutnya. 
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3. Melakukan survei terhadap kendaraan yang diinginkan oleh calon 
nasabah. 
Pada tahap ini pihak bank akan melakukan pengecekan atau 
menyurvei kendaraan yang diinginkan pada dealer yang telah ditentukan 
oleh calon nasabah. Pengecekan kendaraan tersebut berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari pemohon. Di mana pemohon telah memilih 
dealer tersebut karena kendaraan dengan spesifikasi yang diinginkannya 
berada pada tempat tersebut. 
Dalam proses pembiayaan, survei memiliki peranan yang sangat 
penting dalam meyakini kelayakan pemberian pembiayaan. Seluruh 
informasi yang diperoleh dari data dan dokumen tertulis akan di cross 
check kebenarannya melalui kunjungan ke tempat penjualan kendaraan 
tersebut. pihak bank akan menilai kendaraan tersebut, apakah layak untuk 
dibiayai atau tidak. 
Bank syariah telah memiliki standar terhadap kendaraan yang layak 
untuk dibiayai. Standarisasi tersebut dilihat dari tahun penjualan 
kendaraan tersebut. apakah kendaraan tersebut baru (new) atau bekas 
(second). Jika kendaraan tersebut masih dikategorikan kendaraan baru 
maka bank dapat memberikan pembiayaan maksimal 80% (delapan puluh 
persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) ditanggung oleh calon 
nasabah. Apabila kendaraan tersebut kendaran bekas (second) maka 
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bank hanya akan memberikan pembiayaan maksimal 70% (tujuh puluh 
persen) dan sisanya ditanggung oleh calon nasabah. 
Selain dari tahun penjualannya, pihak bank juga akan 
memerhatikan dari negara pembuatnya. Pihak bank hanya berani 
melakukan pembiayaan terhadap kendaraan buatan jepang. Pemilihan 
kendaraan jepang karena suku cadang yang dipasarkan di indonesia 
mudah didapatkan. Selain itu, proses penjualan kembali oleh pihak bank 
sangat mudah dan harga jualnya pun tidak mengalami penurunan harga 
yang begitu signifikan. Selain produksi jepang, kendaraan yang dapat 
dibiayai yaitu buatan korea. Pihak bank kurang berani memberikan 
pembiayaan terhadap kendaraan produk eropa karena nilai jual 
kembalinya sangat rendah serta suku cadangnya yang jarang dijual 
dipasaran indonesia. 
Setelah melakukan survei terhadap dealer yang direkomendasikan 
oleh calon nasabah, maka pihak bank akan melakukan analisis 
pembiayaan. Apakah kendaraan tersebut layak untuk dibiayai atau tidak. 
Jika pihak bank menyatakan kendaraan tersebut layak untuk dibiayai, 
maka bank akan melakukan kerjasama dengan pihak dealer yang dibuat 
pada Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama antara pihak 
dealer dan bank syariah ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang 
harmonis serta menambah daftar link pada bank syariah. Selain itu, 
kerjasama ini juga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan oleh pihak bank, seperti adanya praktik spekulasi dari calon 
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nasabah dan dealer yang direkomendasikan oleh calon nasabah untuk 
memperoleh dana dari pembiayaan bank syariah yang mengakibatkan 
tindak pidana. 
4. Penyusunan usulan pembiayaan 
 Setelah melakukan survei ke dealer rekomendasi dari calon 
nasabah, pihak bank akan melakukan analisis lebih lanjut. Analisis 
tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan usulan 
pembiayaan. Pihak bank dalam hal ini yang bertindak ialah account officer 
(AO) memiliki peranan besar dalam melakukan analisis. Karena layak atau 
tidaknya kendaraan tersebut dibiayai berasal dari analisis account officer 
walaupun keputusan tersebut belum putusan akhir. 
 Penyusunan usulan pembiayaan dibuat dalam bentuk proposal 
tertulis yang akan diajukan kepada komite pembiayaan. Komite 
pembiayaan yaitu pejabat bank yang mempunyai kewenangan untuk 
memberikan keputusan persetujuan pembiayaan 50 .  Pada praktiknya, 
pejabat yang ditunjuk sebagai komite pembiayaan pada setiap bank bisa 
berbeda-beda. Pejabat tersebut dibagi berdasarkan pada level kantornya, 
mulai dari kantor cabang, divisi pembiayaan di kantor pusat, hingga 
mencapai level direksi dan komisaris. Masing-masing tingkat memiliki limit 
pembiayaan, semakin tinggi jabatannya maka semakin besar limit 
pembiayaan yang dapat diputuskan. 
                                                           
     50Ibid. Hlm. 36. 
75 
 
 Selanjutnya komite pembiayaan akan melakukan rapat mengenai 
usulan pembiayaan yang telah dibuat oleh AO. Dalam rapat tersebut 
membahas mengenai kelayakan kendaraan tersebut dengan mendengar 
penjelasan dari pihak AO. Selain mendengar informasi dari AO, pihak 
komite juga melihat data dan dokumen yang telah diserahkan oleh calon 
nasabah. Komite pembiayaan akan menganalisis lebih lanjut mengenai 
kemampuan pembayaran dari calon nasabah melalui keadaan 
keuangannya. Dari analisis keuangan calon nasabah tersebut, pihak 
komite dapat mengetahui kesanggupan calon nasabah dalam 
mengembalikan dana serta risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh 
pihak bank. Melalui analisis tersebut, pihak komite pembiayaan akan 
memutuskan untuk menyetujui pembiayaan tersebut atau tidak. 
a. Bila komite pembiayaan tidak menyetujui pembiayaan tersebut maka 
melalui AO akan memberitahukan calon nasabah terkait keputusan 
komite pembiayaan mengenai penolakan usulan pembiayaan. 
b. Bila setuju, maka komite pembiayaan akan mengirimkan Surat 
Penegasan Persetujuan Pembiayaan kepada calon nasabah. Surat ini 
sebagai pemberitahuan kepada nasabah bahwa permohonan 
pembiayaannya telah disetujui oleh pihak komite pembiayaan. Setelah 
surat tersebut berada pada calon nasabah, maka keputusan berada 
pada pihak calon nasabah tersebut apakah akan meneruskan 
pengadaan kendaraan tersebut atau dibatalkan. 
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5. Penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) 
Setelah komite pembiayaan memutuskan untuk menyetujui 
memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, maka langkah 
selanjutnya ialah penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan 
(SP3). SP3 ini dikeluarkan sebagai surat pemberitahuan kepada pemohon 
bahwa permohonannya untuk melakukan pembiayaan telah disetujui. 
Dalam SP3 tersebut tercantum segala hal yang direkomendasikan dalam 
usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan dan persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya 
direalisasikan. 
Dalam SP3 tersebut telah diberitahukan berapa harga pokok dari 
kendaraan tersebut, margin yang akan diambil oleh pihak bank, jumlah 
dana yang harus disetorkan sebelum realisasi dana pembiayaan dari 
pihak bank, jumlah angsuran yang akan dilakukan berdasarkan jangka 
waktu pembiayaan serta pembiayaan yang akan diberikan oleh bank dan 
cara pencairannya. Semua itu disusun dalam satu struktur pembiayaan. 
Selain struktur pembiayaan tersebut, terdapat pula hal-hal yang harus 
dipenuhi oleh calon nasabah sebelum pencairan dana, seperti 
pembayaran administrasi, biaya notaris jika dibuat dengan akta otentik, 
biaya materai, jaminan yang akan diberlakukan terhadap calon nasabah 
serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu jika AO merasa masih ada 
persyaratan yang mesti dipenuhi. 
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Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi dari SP3 
tersebut, maka nasabah akan menandatangani surat persetujuan tersebut 
di atas materai sebagai bukti sah persetujuan nasabah. Nasabah dapat 
melakukan pembatalan atau tidak melakukan tanda tangan sebagai 
tindakan penolakan pembiayaan tersebut akibat dari adanya persyaratan 
yang tidak dapat dipenuhi, misalnya dana angsuran pendahuluan yang 
harus dibayar oleh nasabah tidak mencukupi dari dana yang telah 
ditetapkan oleh pihak bank. Dan pihak bank tidak akan melakukan 
pencairan dana pembiayaan jika ada syarat yang tidak dapat dipenuhi 
oleh nasabah. Hal demikian dilakukan untuk meminimalisir risiko terhadap 
bank syariah. 
6. Penandatanganan akad 
 Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan 
oleh pihak bank yang telah dicantumkan pada SP3 tersebut, maka pihak 
nasabah akan menandatangani akad untuk melakukan pencairan dana. 
Dan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akad tersebut, antara lain : 
1) Para pihak yang membuat akad, di mana dalam akad tersebut harus 
disebutkan para pihak yang membuat akad. Dan pihak tersebut 
harus memenuhi syarat hukum yaitu cakap dalam bertindak. 
Dikatakan cakap menurut hukum jika nasabah tersebut telah berusia 
21 tahun atau telah menikah walaupun belum berusia 21 tahun serta 
harus menyebutkan bahwa nasabah tersebut bertindak untuk siapa. 
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2) Tujuan dan objek akad, di mana dalam pembuatan akad tersebut 
pihak bank harus mencatat tujuan dari permohonan pembiayaan 
tersebut. Dan pihak nasabah diberikan kebebasan dalam 
menentukan objek perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan 
syariat islam. 
3) Menyebutkan waktu dan tempat perjanjian dibuat, di mana pihak 
bank harus menyebutkan waktu akad tersebut dibuat serta tempat 
pembuatan akad. 
4) Lama permohonan pembiayaan, dalam akad tersebut harus diketahui 
pada saat dan berakhirnya jangka waktu angsuran yang harus 
dibayar oleh pihak nasabah. Dan berakhirnya jangka waktu tersebut 
harus diketahui dan disepakati sejak awal perjanjian. 
5) Jumlah dana, di mana pihak bank harus menyebutkan dana yang 
diberikan dalam pembiayaan serta jumlah angsuran yang harus 
dibayar oleh nasabah tiap bulannya. 
6) Hak dan kewajiban dalam akad, pihak bank harus menyebutkan hal 
apa saja yang boleh dilakukan oleh nasabah dan hal yang dilarang 
selama berlangsungnya perjanjian tersebut. 
7) Proses penyelesaian permasalahan, pihak bank akan menentukan 
tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pihak bank dalam 
menghadapi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. 
8) Jaminan, di mana pihak bank menyebutkan pula objek jaminan 
dalam akad tersebut. 
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9) Pilihan hukum, di mana pihak bank akan menyebutkan tempat 
penyelesaian masalah terhadap debitor yang melakukan wanprestasi.  
Jika pihak nasabah telah membaca akad tersebut, maka nasabah 
akan menandatangani akad. Dalam akad tersebut terdapat tiga pihak 
yang melakukan penandatanganan, yaitu pimpinan cabang bank syariah 
jika permohonan pembiayaan dilakukan dikantor cabang, pihak nasabah 
yaitu suami dan istrinya. Jika nasabah tersebut telah bercerai dengan 
pasangannya, maka yang bertanda tangan cuma salah satunya atau yang 
mengajukan permohonan disertai dengan surat perceraian. Dalam 
kesepakatan penandatanganan akad, nasabah juga menandatangani 
kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi proses pencairan 
pembiayaan, yaitu51 : 
a. Surat permohonan pencairan pembiayaan, sebagai dasar bagi 
pihak bank untuk mencairkan pembiayaan. 
b. Surat tanda terima uang tunai, biasa disebut sebagai TATUNA. 
c. Surat Aksep/Promes, merupakan surat berharga yang berisi 
kesanggupan nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai 
jumlah dan dalam jangka waktu yang diperjanjikan. 
d. Surat Kuasa Wakalah, yaitu dokumen yang diperlukan bagi 
realisasi pembiayaan murabahah, di mana bank sebagai penjual 
mewakilkan pembelian suatu barang kepada nasabah untuk 
kepentingan nasabah tersebut. 
                                                           
     
51
Ibid. Hlm.248. 
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e. Surat kuasa debet dari nasabah kepada bank, untuk melakukan 
pendebetan rekeningnya untuk membayar angsuran kendaraan 
yang sudah menjadi kewajibannya sebagai penerima pembiayaan. 
 Setelah pihak nasabah melakukan penandatanganan, maka pihak 
bank akan menghubungi atau mendatangi pihak dealer untuk membeli 
kendaraan yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Umumnya pihak bank 
akan membayar lunas kepada dealer terkait pembiayaan kendaraan 
tersebut. Setelah pihak bank membayar lunas kepada dealer, maka dealer 
akan mengirim kendaraan tersebut langsung kepada nasabah yang 
bersangkutan. Pihak bank hanya memberikan STNK (surat tanda nomor 
kendaraan) tersebut terlebih dahulu beserta kendaraannya. Sedangkan 
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk sementara dipegang 
oleh pihak bank. Pihak bank akan memberikan BPKP tersebut jika 
pembayaran utang nasabah telah lunas. 
 Jaminan bank dalam akad ini ialah kendaraan itu sendiri. BPKB 
kendaraan tersebut akan disita atau disimpan oleh pihak bank sampai 
pembayaran utang nasabah telah lunas. Kendaraan tersebut akan 
didaftarkan pada kantor fidusia sebagai pemberitahuan bahwa kendaraan 
dengan nama nasabah beserta spesifikasi kendaraan tersebut sedang 
berada pada jaminan fidusia. Nasabah hanya memiliki hak penguasaan 
dan pemanfaatannya saja tetapi hak milik kendaraan tersebut masih 
dimiliki oleh pihak bank. Hak kepemilikan kendaraan tersebut baru akan 
beralih ke nasabah jika pembayaran uatangnya telah lunas. 
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 Sebagai tindakan berjaga-jaga, maka pihak bank juga melaporkan 
BPKB tersebut ke kantor polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan. Pihak bank hanya menghindari suatu kejadian di luar 
kekuasaan mereka, seperti tindakan pelaporan nasabah terhadap 
kepolisian mengenai kehilangan BPKB, sehingga nasabah tersebut dapat 
melakukan permohonan pembuatan BPKB yang baru. Setelah 
memperoleh BPKB yang baru, pihak nasabah akan menjual kendaraan 
tersebut.  
Menghindari kejadian tersebut, maka pihak bank akan melakukan 
pemantauan atau memonitoring setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
nasabahnya. Namun karena keterbatasan karyawan, maka monitoring ini 
dilakukan secara berkala minimal sekali dalam setahun. Selain melakukan 
pemantauan lapangan terhadap kendaraan yang dibiayai, pihak bank juga 
meminta nasabah untuk mengirimkan laporan keuangannya setiap bulan 
untuk memonitoring keadaan keuangan nasabah tersebut. Hal ini 
dilakukan untuk analisis lebih lanjut mengenai keadaan keuangan 
nasabah, apakah nasabah tersebut mengalami penurunan penghasilan 
atau masih stabil seperti bulan sebelumnya. 
C. Penyelesaian Masalah Antara Pihak Bank dan Nasabah yang 
Melakukan Wanprestasi. 
 Bank syariah dalam memberikan pembiayaan terhadap 
nasabahnya tidak pernah merasa akan dirugikan. Pihak bank percaya 
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terhadap nasabah bahwa nasabah tersebut akan mengembalikan dana 
yang diberikan. Pihak bank tidak pernah ingin pembiayaan yang diberikan 
terhadap nasabah akan bermasalah, namun pihak bank tidak dapat 
menjamin itu kedepannya karena yang mengetahui itu semua hanya Allah 
SWT. 
Hubungan antara bank dan nasabah akan berjalan dengan baik 
dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam 
akad yang dibuat. Namun jika salah satu pihak lalai dalam memenuhi 
akad yang dibuatnya, maka akan menimbulkan permasalahan dalam 
pemenuhan pembiayaan tersebut. Terkadang ada nasabah yang memiliki 
itikad kurang baik yang mengakibatkan pihak bank harus menanggung 
risikonya. Oleh sebab itulah, pihak bank memberikan persyaratan yang 
ketat apabila ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah. 
Walaupun pihak bank telah menetapkan beberapa persyaratan 
terhadap nasabah untuk meminimalisir risiko, tetapi masih saja terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan. Nasabah sering melalaikan kewajiban yang 
harusnya dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakatinya 
bersama dengan pihak bank. Setelah nasabah memeroleh kendaraan 
yang diinginkannya, kewajibannya untuk membayar terkadang terabaikan, 
hal inilah yang dimaksud dengan wanprestasi. Wanprestasi terjadi 
karena : 
a. Tidak melakukan prestasi sama sekali 
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b. Terlambat melakukan prestasi 
c. Melakukan prestasi tetapi tidak sampai selesai 
d. Keliru dalam melakukan prestasi 
e. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam akad. 
Kelima hal tersebut perlu diperhatikan oleh pihak bank untuk menghindari 
risiko yang akan terjadi. Pihak bank dituntut untuk memiliki kreativitas 
dalam menyelesaikan permasalahannya, jika ada nasabah yang 
mengalami pembiayaan bermasalah.  
Oleh karena itu, dalam mengharapkan kembalinya dana 
pembiayaan yang telah dikeluarkan, AO akan selalu memantau 
nasabahnya dari segi kelancaran pembayaran angsuran yang sudah 
menjadi kewajiban nasabah tersebut. Apabila ada nasabah yang memiliki 
kemampuan untuk membayar angsuran, namun nasabah tersebut 
menunda-nunda pembayarannya maka pihak bank akan mengenakan 
denda pada nasabah tersebut. Pihak bank akan memberikan teguran 
secara lisan maupun tulisan terhadap nasabah yang melakukan 
penunggakan pembayaran, baik yang disengaja maupun yang tidak 
sengaja.  
Pihak bank akan mengirimkan surat teguran sebanyak tiga kali, 
yaitu SP1, SP2, dan SP3 terhadap nasabah sebagai teguran dan 
peringatan akan angsuran yang belum dibayar selama bulan berjalan. 
Dalam surat tersebut memuat teguran beserta denda yang harus dibayar 
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oleh nasabah selama menunggak dalam pembayarannya. Besarnya 
denda yang dikenakan pada nasabah yang lalai atau sengaja menunda-
nunda pembayarannya telah ditentukan dalam akad yang telah 
ditandatangani oleh nasabah. 
Pemberian denda tersebut bertujuan untuk menegur nasabah 
secara tidak langsung agar nasabah tersebut lebih disiplin dalam 
pembayarannya. Dana dari denda yang telah ditetapkan oleh bank syariah 
tidak akan dimasukkan ke dalam kas bank, tetapi dipisahkan dari 
keuntungan bank syariah. Dana dari denda tersebut akan digunakan 
untuk kepentingan sosial guna kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan 
untuk anak yatim piatu, bantuan untuk panti jompo, atau untuk bantuan 
dana terhadap proposal kegiatan yang akan diadakan oleh masyarakat. 
Selain karena ketidakdisiplinan dari nasabah untuk membayar 
angsurannya, terdapat pula jenis nasabah yang hingga jangka waktu 
pembiayaannya telah habis namun angsurannya belum lunas.  Misalnya 
nasabah yang memiliki utang sebesar Rp.150.000.000.00,- (seratus lima 
puluh juta rupiah) dengan kewajiban angsuran sebesar Rp.3.000.000.00,- 
(tiga juta rupiah) untuk jangka waktu pembiayaan selama lima tahun, 
belum dapat melunasi utangnya selama lima tahun tersebut. Menangani 
masalah seperti ini maka pihak bank akan mencari tahu terlebih dahulu 
apa yang menyebabkan nasabah belum dapat melunasi utangnya selama 
lima tahun. Pihak bank akan melihat kembali kondisi keuangan dari 
nasabah, jika memang benar bahwa penghasilan nasabah tiap bulan 
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ternyata mengalami penyusutan maka pihak bank akan melakukan 
restrukturisasi pembiayaan. 
Restrukturisasi pembiayaan hanya diberikan terhadap nasabah 
yang memiliki itikad baik. Nasabah yang memiliki itikad baik akan 
membicarakan permasalahan yang dihadapinya terhadap pihak bank. 
Sehingga, nasabah yang memiliki itikad baik dan masih memiliki potensi 
untuk maju maka pihak bank akan melakukan penyelamatan secapatnya. 
Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pihak bank 
dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, 
antara lain, meliputi :52 
a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian 
atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti pengurangan jumlah 
angsuran. 
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning. 
Restrukturisasi pembiayaan tersebut hanya dapat diberikan kepada 
nasabah yang betul-betul mengalami penurunan kemampuan 
pembayaran. Restrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat diberikan dalam 
jangka waktu maksimal 15 tahun dengan membaginya ke dalam tiap lima 
                                                           
     
52
Ibid. Hlm.256. 
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tahun. Dan jika betul nasabah tersebut mengalami penurunan penghasilan, 
maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi. Pihak bank akan 
mengurangi jumlah angsurannya, yang semula Rp.3.000.000.00,- menjadi 
Rp.2.500.000.00,- dan jangka waktu pembayaran pembiayaan tersebut 
akan ditambah selama lima tahun. Restrukturisasi tersebut tentunya 
dilakukan berdasarkan analisis dari AO. Restrukturisasi pembiayaan 
hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari 
nasabah. 
Kasus di atas hanya berlaku untuk nasabah yang masih memiliki 
penghasilan hanya saja penghasilannya tersebut mengalami penurunan. 
Berbeda lagi dengan nasabah yang mengalami ketidaksanggupan 
membayar atau kehilangan penghasilan. Untuk kasus terhadap nasabah 
yang mengalami kehilangan penghasilan, maka pihak bank akan mencari 
tahu dulu kebenarannya, apakah nasabah tersebut memang betul 
mengalami kehilangan penghasilan atau hanya spekulasi. Jika memang 
betul nasabah tersebut mengalami kehilangan penghasilan, maka untuk 
kasus ini tidak dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Tindakan yang 
dapat dilakukan oleh pihak bank hanya mengeksekusi agunan atau 
kendaraan yang dikuasai oleh nasabah. 
Kendaraan tersebut akan dijual kembali atau dilelang oleh pihak 
bank untuk menutupi dana yang telah dikeluarkan untuk melakukan 
pembiayaan. Sebab dana yang digunakan oleh pihak bank untuk 
melakukan pembiayaan ialah dana dari pihak ketiga atau dari nasabah 
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yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Bank hanya 
ingin dana yang dikeluarkan tersebut dapat kembali. Sehingga melakukan 
penjualan kembali atau dilelang merupakan keputusan terakhir untuk 
mengembalikan dana tersebut. Kendaraan yang dijadikan sebagai 
jaminan tersebut akan diberikan asuransi untuk menghindari kejadian di 
luar kekuasaan bank, seperti terjadi kebakaran, banjir atau tanah longsor 
yang menyebabkan kendaraan tersebut menjadi rusak.  
Apabila di bank syariah masih terjadi pembiayaan bermasalah, 
maka pihak bank akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 
musyawarah mufakat. Pihak bank akan memanggil nasabah tersebut dan 
membicarakan apa yang menjadi penyebab pembiayaannya menjadi 
bermasalah. Musyawarah masih merupakan pilihan utama bagi pihak 
bank syariah karena proses penyelesaian masalahnya dapat segera 
ditemukan. Dengan musyawarah pihak nasabah merasa telah 
diperhatikan oleh pihak bank, sehingga kerjasama yang dilakukan dengan 
bank syariah tidak hanya sebatas kreditor dan debitor tetapi lebih bersifat 
kekeluargaan. 
 Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan 
musyawarah, maka pihak bank akan membawanya ke Pengadilan Negeri 
tempat nasabah tersebut berdomisili. Tetapi pilihan melalui jalur litigasi 
tersebut selalu menjadi pilihan terakhir, apabila pihak bank sudah 
menempuh segala cara non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan 
dengan nasabahnya. Pihak bank ingin menyelesaikan dengan cepat 
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setiap permasalahan yang muncul dengan nasabahnya. Apabila 
permasalahan tersebut masuk ke pengadilan, maka pihak bank harus 
menunggu untuk waktu yang lama karena proses penyelesaian sengketa 
di pengadilan cenderung lama dan berbelit-belit. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1) Ba‟i Al-Murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli pada 
Bank Syariah, di mana bank selaku pihak penjual mencari barang yang 
diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi 
dalam praktiknya, nasabah yang ingin mengajukan permohonan 
pembiayaan pada bank syariah maka nasabah tersebut harus terlebih 
dahulu mencari kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank. Hal ini dilakukan 
oleh pihak bank untuk menghindari klaim dan risiko yang kemungkinan 
dapat terjadi.  
2) Nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan pada bank syariah, maka 
harus membuat surat permohonan pembiayaan terlebih dahulu atau 
mengisi formulir pada bank syariah. Bank akan meminta calon nasabah 
tersebut untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah 
calon nasabah memenuhi semua persyaratan tersebut, maka bank akan 
melakukan survei ke dealer kendaraan yang telah dipilih oleh calon 
nasabah dan menilai apakah layak atau tidak untuk dibiayai. Apabila layak 
untuk dibiayai maka account officer akan membuat usulan pembiayaan 
yang akan diajukan ke komite pembiayaan untuk menganalisis lagi data 
yang ada terutama dari segi keadaan keuangannya. Jika memperoleh 
persetujuan maka akan dibuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan 
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(SP3) untuk ditandatangani oleh calon nasabah. Nasabah dapat 
melakukan penandatangan akad jika semua persyaratan pada SP3 telah 
terpenuhi. 
3) Dalam menyelesaikan permasalahan nasabah yang timbul, maka pihak 
bank syariah akan memilih cara musyawarah terlebih dahulu. Jika suatu 
permasalahan pada bank syariah tidak dapat diselesaikan dengan 
musyawarah mufakat, maka pihak bank akan melakukan jalur litigasi, yaitu 
membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri, di mana 
nasabah tersebut berdomisili. 
B. Saran 
1. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah khususnya dalam 
pembiayaan kendaraan, pihak bank semestinya memberikan batasan 
harga kendaraan yang dapat dicari sendiri oleh pihak nasabah dan 
harga kendaraan yang dapat dicari oleh pihak bank yang ingin dibiayai 
untuk menghindari risiko yang akan terjadi . 
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai produk bank syariah khususnya 
pembiayaan murabahah karena kurangnya informasi yang diketahui 
oleh masyarakat mengenai produk-produk unggulan bank syariah. 
Informasi tersebut dapat dimuat pada media cetak maupun elektronik. 
3. Bank syariah perlu mengadakan kerjasama dengan pihak instansi 
pemerintah maupun terhadap perguruan tinggi untuk meningkatkan 
penggunaan produk bank syariah. 
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